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ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakar rasil penelitian kepustakaan untuk membahas masalah
emikiran Muhamnad Abed Ai-Jabiri tentang relasi agama dan negara.

Skripsi hi menggunakan metode deskriptif analisis dan content analisis data
aitu metode penehdar untuk membuat gambaran mengenaI situasi atau kejadian
ecara sistematis, sehingga masalah yang dibahas akan nampak jelas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Muhammad Abed Al-Jabhi,
lemihki pandnagan yang moderat mengenai agama dan negara. Dilihat dari tradisi,
1 menawarkan konsep demokrasi sebagai rujukan untuk negara Arab zaman modern
Saat ini)_ Demokrasi yang ditawaIkan Mrlhammad Abed Al-Jabhi tidaklah dalam
lengatian dan penerapan menurut orang Yunani, Romawi, Eropa, dan Amerika
nod«n, tidak juga dalam pengertian yang ditentukan oleh fungsi kesejarahan yang
mus diwujudkan oleh demokrasi itu sendiri, dalam masyarakat Arab kontemporer.

Sementara posisi pernrkiran Al-Jabiri masuk dalam pandangan simbiosis
nutuabsme. Al.Jabid mengajukan konsepsi tentang pemisahan agama dari politik
lengan tidak memisahkan agama dari negara. Ia menolak pemikiran sekularisme
larena ia lebih cenderung Islam sebagai agama yang sekaligus adalah negara. Dan ia
uga menawarkan solusi untuk mengatisipasi agar agama tidak mudah dimanipulasi
)leh kekuasaan. Karena ia memakai dekonsauktif tuah. Hanya saja ia belum smpai
ce rekonstruktif. Karena itu relasi agama dan negara satu kesatuan yang ddak bisa
iipisahkan, dan saling membuahkan atau timbal balik.
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BAB 1

PENDAHULUAN

L Latar Belakang

Wacana antara Islam dan negara tidak pernah usang dalam khazanah

pemikiran Islam. Ini menjadi kredit points (titik nilai) tersendiri bagi dinamika

emikiran keislaman. Terbukti dengan beragamnya tulisan baik berupa artikel,

luku, makalah yang mengkaji tema ini. Hanya saja sebagian besar tulisan tersebut

laik secara eksplisit mau?un implisit lebih didorong keinginan untuk menghabisi

pendapat lawan daripada motif lainnya. Wacana yang digulirkan berdasarkan

sanggahan demi sanggalnn sehingga pada akhirnya belum mampu memberikan

kontnl)usi yang positif produktif bagi terbangunnya satu pengetdruar dar

terwujudnya model kebararan1

Wacana Islam sd)agai sistem ritual dan sistem kehidupan yarg integadf

antara aspek duniawi dan ukhrawi selalu muncu_ ditengah-tengah pencarian

konsep tentang negara. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam ddak ada rtunusar

yang kongkdt dan baku tentang masalah sistem politik. Sehingga hal hi surgat

potensial melahirkan interpwstasi yang berbeda.beda. Banyak drlj berurggapan

bahwa masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW sebagai kehidupar yarg

bernegara.2 Penilaian ini didasarkan bahwa pemerintahan pada masa Nabi sudd1

1 M. Abed Al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah. terj. Mujibunahman>
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001 ), 1

2 Harun Nasution, Islam I'lili njan dari Beberapa Asp€knFa . ( Jakarta: UI Press, 1984)7 15

1
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2

nemenuhi unsur-unsur negara yaitu wilayah, masyarakat dan penW.3

Deaikiur juga ketka Nabi sudah memenuhi unsur-unsur atau telah bertindak

sebagai Rasul. Juga sebagai kepala negar& misalnya memutuskan hukum,

mengirim dan menerima Lusa• serta memimpin peperangan.

Namun selanjutnya yang menjadi persoalan adalah Nabi tidak

meninggalkan satu ketenhlan yang pasti. Bagaimana sistem penyelenggaraan

3egara misalnya pengan#atan kepala negua dan tanggung jawab negara. Untuk

nengrkuti Nabi sepenuhwa jelas tidak mungkin. Hal itu dikarenakan, Pertama,

Nabi sebagai seorang Rasul yang selalu merdapatkan petunjuk dari Allah. Kedua,

dari kenyataan terlihat keteRundukan rakyat kepadanya pada dasarnya . karena

beliau sebagai seorang Rasul Allah, kendati dia tetap memperhatikan atau

memperlihatkan dimensi manusia biasa. Ketiga, hukum yang diberlakukan lebih

3anyak t»rdasarkan wahyu Allah bahkan ucapan dan tindakan.tindakannya selalu

mendapat perBawasan dari Allah.4

Setiap kurun waktu dalam perjalanan sejarah umat manusia senantiasa

ditandai dengan usaha manusia yang khas untuk memahami dirinya dar

masyarakat para pemikir dan tokoh.tokoh pergerakan selalu meyakinkar

keadaan-keadaan buruk yang menyatainya. Proses djalektisme, kecenderurgan

budaya atas masyarakat dunia dari zaman ke zaman secara berruutal teld1

3 btob. Kusnadi, Ilmu Negara, (Bandung: Mlzan, 1996)> 105

' Moh. Hasb Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fa=lurrnhnlan 3 {yogyakaru: UU
Pre=, 2000), 3.
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3

melahirkan tokolbtokoh yang mengajarkan agama dan pola pikir Yang sesuai

dengan kondisi waktu itu_

Seperti halnya pada era Ibnu Khaldun yang merupakan era kemunduran

cbn perF»cdran bagi unat Islan, baik dalam bidang intelektual maupun politik

yalg melalda duda Islam, baik di Timur atau di Barat. Kekuasaan Arab telah

jatuh, sehingga kesatuan dunia Islam seperti yang terdapat pada zaman Nabi

SAW, Al-Khulafa Al-Rasyjdun dan Dinasti Bani Umayyah, sudah tidak ada lagi.5

Selama pengujung tahun 1970, rangkaiat peristiwa demikian rupa

-nendorong dunia Islam ke dalam kesadaran pihak barat sewaktu mass-media

memberitakan kerusuhan politik di Iran, Mesh, Saudi Arabia, Suriah, Pakistan

dan Afghanistan di bawah panji militansi Islam atau kebangkitan Islam. Sekaliptm

t»rt»da sepanjang geogn6s dan politik setempat, Agama maju kedepan sebagai

denominator umum dalam kebijaksanaan politik muslim.6

Ada banyak ragan dan t»ntuk interpretasi dalam rangka menyIkapi kaitan

agama dan negara. Sebagian pemikir Islam berpendidan bahwa keimanan itu

lebih didasarkan pada pendirian politik daripada konsep spiritual tentang “cinta

Tuhan” yang lebih toleran sebagaimana ditekankan oleh sufisme. Pendapat ini

mengafirmasj terhadap klaim bahwa Islam adalah konstruksi sejarah agama yang

menjelma menjadi negara. Sehingga Islam dianggap sebagai agama sekaligus

negara. Sebagian berpendrdan bahwa Islam adalah bentuk spiritualitas an sich

5 X. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu KhaIdun, (Jakarta
FF. Gramedia Jakarta, 1992), 24

6 John L. Esposito, Islam dan Polilik. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). 1 7
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4

yang meniscavakan adanya A!-Taaisirn AH)muni (_oembagian kanonik) antara

kebIasaan yang bersumber dari Tuhan dan kebIasaan yang bersumber dari rakyat

atau masyarakat.7 Problematika persinggungan dan agama dan negara adalah

bagian dari sd&-ah panjang yang menghiasi perkembangan Islam sebagai agama

yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya yang agung Muhamamd SAW.

Dikaacah perdeba:an politik ideologi di antara berbagai aliran dan gerakan

sebagian mereka mengungkapkan masalah ini dengan ungkapan “perdsahar

agama daN negara”, satu ungkapan yang tidak pas bagi masyarakat Islam karena

upaya mempenentangkan semacam agama dan negara dalam Islam sanu sekali

tidak bisa dimengerti. Pertentangan itu tidak dapat dimengerti.

Amma dan new3 menurut AFJabiH dilihat dari rujukan &adisi nrengelni

tema awa dan negam_ Terdiri dari sejarah politik dan penMar Islan.

Khususnya yang bersifat remi sejak lahirnya Islam hingga awal abad IdK ydtu

periode dimaaa Islam membentuk satu dunia peradabar yarg dapat memenuh

kebutuhannYa sendiri sehing@ tidak mengenal t»rbagai persoalan selain

persoalan internal dan solusinya juga bersifat internal. Dalam konteks ansalah

dualisme yaitu dualisme agama dan negara dengan makna aslinya sebagaimana

yang dipahami bangsa Eropa dengan implikasi adanya satu tuntutan untuk

nemisahkan antara agama dan negara.8

7 F. lsjward, Pengantar 111811 Polilik, (Bandung: Putra A. Bardin) ] 999)7 151_152
- M. Abd.Al-Jabiri. Aga rna . Negara dan Penerapan S\u r i bh. 60.
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5

MaksIH mmbahasan ini kita hendaknya membahas satu metode yang

sekiranva dam djgunakan untuk memaknai ungkapan “pemisahan antara agama

dan negara”dalam hubungannya dengan ruiukan tradisi kitakarena rujukan tradisi

kita tidak mengenal dualisme. Sebagaimana kita maklumi dalam sejarah islam

secara umum tidak ditemukan adanya “agama”yang dibedakan dan dipisahkan

dari negara. Sebagaiman• juga tidak ada “negara”yang dipisahkan dari agama.

Hubungan agama dan negara dalam rujukan tradisi di batasi oleh kerangka fakta

historis. Bahwa islam tahi dalam satu masyarakat yang tak bernegara dan bahwa

negara Arab islam tumbuh swara bertahap,namun dengan cara yang cepat.

Al-Jabiri memiliki pandangan yang unik tentang relasi agama dan negara.

Karena ia a3encoba mengaitkannya dengar tradisi Islam karena baginya, suatu

kebangkitan tdakl bertolak dari nIang kosong, namun harus berpijak pada &adsi.

Ia melanjutkar bahwa bangsa lain tidak akan pernah te@k berdiri menyambut

sebuah kebangkitan dengan berpijak pada tradisi orang lain. Agar dihormati

haruslah berpijak pada radisinya sendiri. Dari sini kita belajar berpijak dM

tradisi kita sendiri. Secara sadar, kritis dan rasional. Maka dalam konteks tradbi

pula Al-Jabiri mengurakan hubungan agama dan negara dalam kerargka historis.

Menurutnya apakah Islam itu agama atau negara atau kedua-duanya tidaklah ada

padanan maknanya dalam Islam, Solusi dari pernyataan itu adalah melekatkan

kata "hukum” pada agama dan kata “kekuasaan” pada kata negara.9

9 Ibid , hal. 67
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6

Selantutnva mmsan Muhammad Abcd Al-Jabiri tentang relasi Islam dan

regara dalam rujukan kd)angkitarb Al-Jabiri mencoba melemparkan pertanyaan

ini dalam rujukan kebann<jtan modern serta memaparkan hubungan masalah ini

dengan realita masyarakat Arab sekarang dan berbagai visi kedepan. Dengan

demikian mau tidak mau kita harus berangkat dari fakta realitas kini,yakni bahwa

tanah air bangsa Arab sekarang ini tidak satu negara atau satu masyarakaLtetapi

terdiri dari t»berapa negara yang kita angankan menjadi satu negara dan satu

masyarakat. Dan kita hans usahakan ia dalam kondisi historis,sekarang masih di

bentuk oleh spesi6kasi yang kuat dan Inembonceng sejumlah persoalan,seperH

persoalan agama dan negara. Dengan demikian kita harus mlihat masaIA hi

tnrdasarkan realitas setiap negeri Arab masing-using.

Jika dulu kaum muslim berhadapan dengan budaya ashrg diartaranya

berupa 61safat Yunani, maka sekarang kaum muslim t»rhadapan dengan budaya

modern Barat. Dalam konteks ini kita akan melihat pandargar Al-Jabiri mengenai

masalah hubungan agama dan negara, penerapan syari’ah, demokrasi dar hak-Mk

asasr manusia, nasionaiisme Arab dan pendudukan Israel. Secara wnun

3andangan-pandanw al-JabiH tidak terlepas dari sikap yang dipilihnya untuk

memulai kebangkitan dengan pijakan epistemology rasional yang teldr

iikembangkan para pemikir Islam di Barat.

Dalam wmikhan Islam ada banyak perdebatan tentang agama dan negara

yang mana dibagi tiga faham. Pertama paham integrahstik yang mana dalam
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7

alam ini agana dan negza adalah satu kesatuan, kedua ialah faham sekuladsme

yang mana faham ini beresaha memisahkan agama dari negara. Sedangkan yang

ketiga, faham simboosis ntegralistik dimana faham ini saling timbal balik atau

saling memtntuhkan dimana agama membutuhkan negara atau negara

membutuhkan agama jadi agama dan negara tidak bisa dipisahkan, lalu masuk

faham manakah pemikhar M. Abed al-Jat)iri.

Al-Jabiri adalah pemikir Arab kontemporer yang mencoba melakukan

terobosan-terobosan altenatif dalam rangka menyelesaikan problematika antara

tradisi Islam (turath) dan cnpaian<apaian modernitas yang diinginkan oleh

bangsa Arab. Salah satu :ema dari pemikiran Al-Jabhi yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah tentang relasi agama dan negara. Untuk itu, selain tulisan ini

akan menggambarkan secara singkat biogra6 Al-Jabid, pastinya juga ditulis

untuk menjawab beberapa rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Maka dapat dinnuskan dengan adanya latar belakang tersebut diatas,

maka rumus&r masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana relasi aguna dan negara menurut M, Abed Al-Jabiri?

2. Bagaimana posisi pemikiran M. At>ed Al-Jabiri?
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8

C. Tujuan Penelitian dan ngunaan Penelitian

& Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami ?emikban M. Abcd Al-Jabri tentang relasi agama dan

negara.

2. UntuIcmendiskripsikan posisi pemikiran M. At>ed Al-Jabiri.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bernilai dan bennanfaat untuk hal-hal sebagai

berikut baik swua teoretis mauptm praktis.

1. Segi Teoretis

lbnebtian inI diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu filsaMt

pada nas&masa mendatang dan tidak annutup kemungkinan adanya

relasi antara 61safat dan disiplin ilmu lainnya. Serta memberkan

koatrR)usi pemahaman (kognitif) yang berkenaan corak HuMan M.

Abcd Al-Jabki serta gagasan-gagasan cemerlangnya dalam membjcwakan

tentang relasi agarsa dan negara.

2. SegiFaktis

Penelitian irE mampu mengeksplorasi pemikiran M. Abed Al-Jabhi

mengurai awa can negara. Khususnya untuk melacak akar relasi agama

dan negara.
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D. Penegasan Judul

Untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman didalam pembahasan

ini, maka t«lebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah yang berkenaan dengan

jidul tersebut.

,4ga»za: Peraturan tradisional, ajaran, kumpulan peraturan atau ajaran

pendehlya apa saja yang twun temtrun dan ditentukan oleh kebiasaan.11

Negara: Suatu daerah krritoria] yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah

pejabat dan yang t»rlrasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada puatrlran

perundang-undangarmya melalui penguasaan monopolitis dari kekuasaan yang

12sah.

M, Abed A!-Jabiri : Seorang inteleknlal muslim kelahiran bhIm 1936 di

Maroko ia menempati posisi garda depan pemkimn Islam Arab kontemporn.

Nashr Abu Zayd dan sederet nama tokoh Islam lainnya. Karya-karyanya dikenal

sangat kental berkwend«lmgan epistemologis. Buku Naqid Al-Aql Al-Arabi

(kritik nalar Arab) adalah magnum opumya yang dinilai banyak pengamat

pemIkiran Arab sebagai babak baru dalam studi epistemology Arab.13

E. ?enelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan wilayah atau permasalahan penelitian,

berikut ini peneliti gambukan beberapa hasil penelitian atau kajian secara umum

11 BN. Marbun, Kamus Politik, (Surabaya: ArkoJa, 2000), 11.

12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2002), 40
13 M. Abed Al-Jabiri, Post Tradisionalisrne Islam , (Yogyakarta, LKIS, 2000), xn.
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yang memperbimgkan !»tnikjran M. Abed Al-Jab bi. Sekalipun pemikiran Al-

LbiH baru 4 akhir.akhir ini dipenralkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kajian

tentang pemikirannya :

1. Suhaimi Razak Fakutas Syari’ah, 2004, Syura versus demokrasi (analisa

atas pemikirwr politik Abed Al-Jabiri), skripsi bri menjelaskan perbedaan

Syura daa demokrasi. Sywa sebagai hak politik bersifat terbatas dan

kondisional. Sedangk€n deankrasi berdasarkan pada suara mayoritas sebagai

pemegang kedaulatan dan system sirkulasi kepelnimphan yang berkala.

Hanya saja keduanya memiliki esensi yang paralel yaitu sama-sama

mengusung ajaran kemanusiaan berupa kebebasan persamaan dan keadilan.

Rohmat Jaelani, Fakultas Ushuhrddin, 20(A. Demokrasi dan Islam (telaah

atas pemikiran M Abed AtnJabiri) pemikiran-pemrkirannya yaitu demokasi

dan Islam. Dalam segi persamaan keduanya mempunyai dtjk temu dar ddk

pisah. Titik temu dhntara keduanya adalah sama-sama berupaya urtuk

nnnciptakan serta rwwujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yarg eqdikr

dan adil serta selalu melibatkan unsw pardsipasi nasyarakat (pro aktif) chlam

jalannya kekuasaan politik seorang penguasa sedangkur pertxdaannya

kedaulatan tertinggi demokrasi adalah ditangan rAyat dan kedaulatan

tertinggi Islam t»rada di tangan Tuhan.

Lailiy Haula Hayati, Fakultas Ushuluddin, 2005. Epistemologi islam ( kaJIan

tentang Bayani, Irfani. dan Burhani M Abed /41-jabiri)Al-Jabiri melihat

struktur ep=stemologi di dunia Islam terdiri dari tiga sistem. Pertama)
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epbtemologj bayai ymg berakar dari kajian tes, dengan pendekatan

kebahasaaa dan akal bersifat justifikatif Kedua, epistemologi hhni, berasal

dM pengalaman langsung. Ketiga, epistemologi Burhani t»rasal dad realitas.

Menurut Al Jabiri dari ketiga sistem epistemologi tersebut yang layak

dkembangkan dari mampu rwmbawa kemajuan adalah epistemologi Burhani

sebagai system berpikir yang mengoptimalkan kekuatan intelektual manusia

(rasio)

4. Yuki, Fakultas Ushduddin, 2006, Tradisi am Modernitas Perspektif

Muhammad Abid Al-Jabiri, Skripsi ini menjelaskan Al.Jabiri melihat bahwa

tradisi adalah sesuatu yang berasal dari masa lalu, jauh mauptm dekat. Artinya

mematuhi swara ketat batasanbatasan obyektivisme dan rasionalisme. Disini

Al-Jabiri tidak membatasi tawaran metodologisnya pada metode

strukturali3me Perancis semata, yang melihat penakkan sebagai sebuah

system yang unsw-unsurnya saling terkait satu sana lain.

F, Sumber Data Yang DiperEun8kan

1. Sumber Pnmer

Yang termaark dalam klasiakasi ini adalah karya asli subyek

penelitian, sumt»r-sunber yang masuk dalam kriteria ini adalah:

M. Abcd Al-Jabif , Agama. Negara Dan Penerapan SyarIah, Yogyakarta:

Fajar Pustaka Baru, 2001,
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M. Abcd JU-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam, Teri. Ahmad Baso,

Yogyakarta: 1:KIS, 2000

M. Abed Al-Jabal Syuro Tradisi, Partikutaritas Universililas Teri.

Mujibunahman, Yogyakarta, LKIS, 2003 .

M. Abed AFJabiri, Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam, Terj.

Moch. Nur Ichwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.

2. Sumber Sekunder

Sumber ini beasal dari karya (pemRiran) orang lain tentang subyek

penelitian serta pemikiran-pernikiran yang t»rkaitan dengan subyek penelitian

yang ermasuk dalam kriteria ini adalah:

A Ktwlori Soldr (ed) Pemikirwr Islam Kontemporer, Yogyakarta,

Jendela, 2003.

Issa 1, Bou11ata, Dekonstnrksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam,

Ted. Imam Khojrl Yogyakarta, LKIS< 2001.

M. Aunul Abied Shah (ed), Islam Garda Depan (Mosaik PemikIran Islam

Timur Tengah), Bandung: Mizan, 2001.

Luthfi Assyaukanie, Tipologi dan Wacana PemIkIran Kontemporer ,

Paramadina Vol 1 No. 1

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data
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Dalam tahap ini penulis menggali data dengan mmggrmakan metode

telaah pustaka yaitu dengan cara menelaah, membaca, menganalisa sumber-

sumber data yang ada. Kemudian hasilnya dicatat dan diklasifikasikan

menurut kerangka penelitian yang sudah direncanakan sebehHnnya.14

Metode Analisa

Dilakukan analisa karena dalam kajian 61safat berarti pemikiran

perincian istilah atau pertanyaan ke dalam bagianbagiannya sedemikian rupa

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandtmgnya.15 Hal

hi kemudim dipertajam dengan:

a. Analisa isi (content analysis) dengan metode ini peneliti lxnnaksud utuk

melakukan pemeriksaan konsepsional den@n mengidenti6kasi seema

sisteantik dan obyektif.16 Istilah-istilah kunci yang diwrgunakan d-Jabiri.

b. Penelusuran konsep asal (orighat concept) dimaksudkan untuk men#aji

konsepsi awal dari istIlah-istilah kunci yang dipergunakan Al-Jabiri.

Metode Pembahasan

Dalam usaha mendekati kebenaran, maka perlu mendapatkan data

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mutu hlidmya> maka peneliti

menggunakan metode.

1). Metode indUktIf adalah suatu cara atau jalan yang dipakd urtuk

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yurg bertitik tolak dari

3
dIan

3.

14 Anton Bekker dan A. Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat , (Yogyakarta: Kanisius3
1980), 54

15 Louis O. Kaatsof, Pengantar Filsafat , (Yogyakaru: Tiara \VacanaT 1989), 18
mid. 18
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pengmatur atas hal-hal atau masa,ah yang txrsifat khusus kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode deduktif ialah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk

menchpatkan pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas

hd-hal atau masalah yang tnrsifat umum kemudian rmnank kesimpulan

yang bersifat khusus.17

Met(de historis faktual adalah metode yang dapat dipakai untuk

mengaddan penyebdkaa terhadap »mrkiran seorang 61osuf dengan

cara mengumpulkan data yang tersebar di perpustakaan meng-nai suatu

topik yang dIbahas oleh tokoh tersebut.18

2).

3).

IL Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini,

penulis perlu menjabarkan penulisannya swara globd yang dalam hal ini penulis

bagi menjadi tnberapa bab, antara lain :

Bab P2rtama, peIXlahUluan yang merupakan gambuan secar aumum dari

keseluruhan pembahasan dalam skripsi hi dan mengarah pada inti pembahasan

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian, penegasan judul, kajian pustaka, sumber data yang dipergunakan,

metcxle penelitian dan sistematika pembahasan.

17 Sudarto, MelodI)loBi Penelitian Filsafat. (Jakarta: Raja Granndo Persada, 2002), 57
18 A H. BeUrir, Metode-Metode Filsafat , Yayasan Pembina Filsafat UGbC Yogyakarta, 1990,

hal. 25
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Bab Kedua, biogHrh Muhammad At»d Al Jabii yang di dalamnya t»risi,

riwayat kehidupan Muhammad At>ed Al Jabal, perjalanan intelektual,

karakteristik pemikiran, karya-karyanya.

Bab Ketiga, Relasi agama dan negara menurut M. Abed Al-Jabiri yang di

dalamnya txrisi tentang relasi agama dan negara dalam rujukan tradisi dalam

Islam, relasi agama dan negara dalam rujukan kebangkitan.

Bab Keempat, Posisi pemikiran M. Abed Al-Jabki meliputi perdebatan

tokoh-tokoh Islam kontemporer mengenai relasi agama dan negara M Abcd Al-

Jabiri

Bab Kelkna, Penbup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD ABED ALdABIRI

A Riwayat Hidur M. Abal Al Jabiri

Al-Jabui adalah smrang filsuf Maroko kontenlx)rer yang dilahirkan pada

tahrm 1936 di Fiquiq, sebelah selatan Maroko. Ia adalah panikir Arab Islam

terkemuka saat ini yang menpadat berbagai gagasaa segar dalam rangka proyek

kebangkitan Islam (nahldah al-Islamiyyah), khususnya di lingkungan negara-

negara Arab.

Al-JahIt tumbuh dalam sebuah keluawa, pendukung partai istiqlal (partai

yang memperjuangkan karwrdekaan den kesatuan Maroko yang pada waktu itu di

bawah koloni Perancis dan Spanyol). Ia pertama kali masuk sekolah agama,

kemudian sekolah swasta nasional (madrasah Hurrah Wathaniyyah) dilanjutkan

setingkat SMA milk pemerintah Casablanca. Seiring dengan kemadekaan

Maroko, beliau melanjutkan pendidikan tingginya setingkat Diploma di sekolah

tinggi Alab dalam bidang IInu pengetahuan (science section)\

Sejak dari awal, Al-Jabiri telah tekun mempelajari filsafat. Pendidikan

filsafat dia mulai pada tahun 1958 di Universitas camaskus, Syria. Namtm Al-

Jabiri tidak bertahan lama di Universitas ini. Setahun kemudian dia berpindah ke

fakultas Adat Universitas ini Rabat yang baru saja didirikan di negara asalnya. Ia

menyelesaikur program masternya pada tahun 1967 dengan tesis falsafah al

1 M. Abed Al-Jabiri, KritIk Pemikiran Islam, Terj. Burhan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
2003 ), VI.

16

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



17

tarikh indIr Ibnu Khaldun (filsafat sejarah Ibnu Khaldun), dibawah bimbingan N.

Aziz Lahbani (W. 1992).2

Semenjak 1964, A-Jabid mengajar 61safat di sekolah lanjutan atas dan

aktif di bidang perencanaan dan evaluasi pendidikan. Pada tahun 1966 beliau

bersama Must& Alqomari dan Ahmed As-Sattad menerbitkan dua buku teks

yang didesain -jntuk tahun terakir sekolah lanjutan atas,3 setelah mmyelesaikan

ujian negaranya pada tahun 1967 dengan tesis yang telah disebut di atas, beliau

mulai mengajar 61safat di univnsitas of Muhammed V Rabat pada tahun 1970,

beliau menyelesaikan Ph.D (Doktor negara) den©n disertasi seputar petnikiran

Ibnu Khaldun yang telah diertitkan dengan judul Fikr Ibnu khaldwa/Zsabixpuh

wa al-Daulah; Ma’alim Nazariyyah Khaldwriyah Fi al-Tar Khaldwr, ikh al-

Islami (Pemikirar Ibnu Khaldun, Asabiyyah dan negara, rambu-rambu para

digmatik pemkir?In Ibnu Khaldun dalam sejarah Islam).4 Setelah penulisan

disertasi @web,it di bawah bimbingan Naja) Baladzi. Selama decade 1970.an Al-

Jabih mulai wnerbitkan artrkel berkala, tentang pemIkiran Islam, yang segera

menarik perhatian banyak kalangan intelektual dan akadmisi dunia Arab.

Al-Jabiri muda merupakan seorang aktivis politk beriddeologi sosialis. Ia

bergabung dngan partai Natiortele Des Forces Poputates (UNFP). Yang

kemudian berubah nama menjadi Union Sosialiste Des Forces Populates (VSFP),

2 N. Aziz lahtnni, adalah seorang pemikir Arab Wahabi yang tnnyakt8tpen8aluh Breng,sun
dan Saa1% lihat Nirwan Syaffin, KHdI Terhadap Kritik AInI Jm 6 AIJabiri, Islami, tahun 1 no. 2
(Juni-Agustus), 2(XR, 44.

3 M Abed Al.Jabiri. Kritik Pemikiran Islam . . . .. VIL

4 A Khudori Sholeh (ed) Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 231.
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Mehdi ben Barka (penimpin ssay3p kiri) partai Istiqlal yang kemudian

mendirikan «FNFP) adalEr salah satu tokoh yang membimbing Al-Jabiri muda.

Mehdi menyarankan Al.Jabiri untuk bekerja bagi jtanal al-Islam,5 yang saat itu

menjadi penerbitan reuni bagi partai Istiqlal.6 Aktivias politiknya tidak pernah

berhenti, dan pada Juli 1963 ia dipenjara, sebagaimna banyak anggot UNFP

lainnya, dengan tuduhan melakukan konspirasi melawan negara.

Pada tahun 1975, ia menjadi salah seorang anggota politik USFP, dimana

beliau menjadi salah seorang pendirinya. Tapi sekitar awal 1980-an, beliau mulai

mencurahkan seluruh enwginya dalam bidang intelektual dan keilmuan, sehingga

beliau mundur dari biro I»litik partainya pada tahun 1981 untuk t»rkonsentrasi

dalam mmubs.7

B. Perjalanan Intelektual M. Abcd AHabiri

Kebeszan Muhammad Abd Al-Jabiri sebagai seorang intelektual tentunya

didukung olel latar benang lingkungan intelektual, budaya dan politik di

sekitarnya. Negeri Maghdbi, yang mencakup Maroko, Al Jazair dan Tunisia,

dimana protektuiat Peratcis. Setelah merdeka, negara Maroko mengenaI dua

bahasa resmi, Arab dan Peqncis.

Sebagdmana halnya tesis kaum Post-Struktualis, bahwa bahasa

mepengaruhi ricurarl t»ntdk, dan kancungaa rernikir8n seseorang atau kelompok,

3 M Abad h-Jabiri. Kritik Islam ,_ . VIL

6 M Al»d Al-Jabiri, Kritik Kattemporer Jaz: Filsajrt Arab Islam, terj. Nur Ichwan,
(Yogyakarta: lslamika, 2003), XVII:

7 Ibid, VIII
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maka tradisi bahasa Perancis memudahkan para sarjana Mamko mengenal

warisan pemidan berbahasa Perancis. Saat ini ada sederet Wmikh seWni Fatima

Mernissl AbduHd1 Inroui, Muhammad Arkoun, Hichem Djait dan Abd Al-

Razzaq al_Daway9 yang win-salin berud dari Maghnbi. Termasuk dalam

tradisi 61safat Perancis yang rnereka kenal itu adalah Wmikiran “Wmberontakan”

kaum sauktwd7 post struktural, maujIIn post modernis, yang rata'rata lahir dari

Perarcb. Di Maroko juga sudah mtmul sejumlah terjemahan bahasa Arab atas

karya kaum post-strukturabs dan post-m(xlunis.8

Hasil pemikiran waang sangat dipengaruhi oleh di mana dia tumbuh dan

berkembang dan sejauhmana dinamika yang berkembang saat itu. Disinilah akan

kita temukan basis intelektual Jabid, yang nnmbedakan dengan para peaIikir-

pemikir muslim lainnya. Pengumulan Muhammad Abed Al.Jabiri dengan tradisi

P«anck t»nnula sejak ia masih kuliah di Univasitas Muhammad al-Khan\i,

Rabat, Maroko. Pada dekade 50-an, Al-Jabiri banyak membaca dan mempelajari

ajaran marxisme yang tumbuh subur di drmia Arab saat itu. Ia bahkan mengaku

sebagai pengagum ajaran Marx. Sejurnlah literature yang berbahasa Paancis ia

lahap, ia kemudian meragukan efektivitas pendekatan Marxian dalam konteks

sejarah pernikiran Islam. Apalagi setelah membaca karya Yues Lacoste yang

membandingcan Karl Marx dengan Ibnu KhaI(lun, antara Barat dan Islam.9

lacoste berupaya membandingkan antara keduanya sebelum akhirnya sampai

8 M Abad Al.Jabiri, Post TIudisionalisme IslaHt, ted. Ahmad Baso (VWyak8rtB: LKIS,
:m)9 XVI

9 A Khudori Sholeh, Pemikir Islam Kontemporer .., ., 231.
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pada kesimpulu\ bahwa Ibnu Khaldun telah mendahului Marx menyangkut

dok#h determinasi sosid dan materiahsme historis. Teknik pefbandinW

senncmr ini mendorong Al-Jabiri mempertanyakan asumsi kaum odentahs Yang

terkesan memaksanakan <epentingan mereka dalam mergkaji studi-studi Islam.10

Walaupun AFJabki menyatakan sik'.p tidak anmt»la atau membantah

pandangan orientahs tenang tradisi Islam, namun peneliti sanggahkan untuk

mereka. Al-Jabiri lebih banyak menitik beratkan kritiknya pada aspek me«xlologi

dan kerangka t»r6kir katm odentalis. Menurut Al.Jabki, katm orieatalis baik

yang kontra ataupun yang pro Islam, semua hanya menjadikan Islam sebagai

obyek yang ditundukkan demi pemuasan intelektual dan akademik barat serta

demi mengatasi problem mereka. Apabila problan telah selesai, maka m«eka

akan mulai membelakangi hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ini salah satu

bentuk model egosentrime Barat.11 Hal ini berarti pembaacaan realitas ala

marxsme bukan hal baru dalam tradisi pemikiran 61safat Islam.

Selain itu iklim yang dominan ketika AFJabjri sedang akrab den@n karya

intelektualnya adalah suatu iklim dimana masyarakat arab sedarg rand

membincangkan identitas dan tradisinya, terutama implikasi rasa aawna yarg

menyelimuti bangsa arab pasca kekalahan arab dalam agresi militer melawan

bangsa Isrul pada tahun 1967 M. Maka tak urung kewd{hnn hi manurcdkar

secara suentak slogan ihya’ al-Turath bergema di belahan bumi arab, dan sering

terkait fenoma kebandjtan dirinya pada persoalan Islam dan Arab, setelah

lo M Abad Al-Jabiri Post Trudisionalisme /s/aa1. .. , XVIII
11 Ibid, XVIU
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banyak mengeyam sejumlah teori-teori barat dalun bidang ilmu, sejarah filsafat,

sosiologi, psikologi dan psikoanahsa yang ia lakukan pada sekitar 60-an dan 70-

an

C. Karakteristik Pemikiran M. Abd AFJabiri

Al-Jabiri dikenal sebagai smrmg 61suf Islam kontemporu yang sednajat

dengan tokoh-tokoh seperti M. Arkoun, Hasan Hanafi, Nasr Abu Zayd, Fatimah

Mernisi, Abdullah Laroui dan sederet nama-nama lainnya. Al-Jabhi merupakan

seorang tokoh Wmikir garda depan yang sangat mengagurnkan. Al.Jabiri hidup di

wilayah Maqhnbi yang banyak melahirkan tokoh-tokoh 61suf muslim klasik

seNdi Ibnu Thum, Ibnu Bajjah dan Ibnu Rusyd,

Di Maroko tempat tin@al Al-Jabhi banyak muncd sejwnldr terjemahan

bahasa Arab atas kalW-brya kaum post-Seuktulalis dan post.moderM. Mya-

karya tersebut dianalisa secara kritis oleh tokoh erkemuka di cherah tersebut.

Situasi sosial sel»rti hr menjadi sosok Al-Jabiri sebagai penerus bagi

WndahuhmYa. Beliau annjadikan pemikiran Ibnu Rusyd sebagai landasa1

ledtimasi dan semu@t intelektualnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan muatan

idek)@ CYang men©rahkan jalan mikiran Al-Jabiri adalah rasionabsme

averoisme (al-'Aql al Burhani al-Rush(1).12

Dari sini dapat dilihat bahwa AFJabki ddak meMlwakan masa lalu

untuk menuju keban#itan Islam d masa depur. Hal inilah yang nembedakan Al.

12 M Aunul Abied Shah (ed) Islam Garda DeNn: Mozaik Pemikiran Islam Timur TenHTh
(Bandung: Mizan, 2001 ), 302.
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Jabiri dengan kaum moderrjs, dengan berbagai aliran pemikiran didalamnya yang

lebih terpesona dengan pemikiran barat, tetapi tidak terjebak pada pemikiran

ortodoks, tradisional ataupun fundamentalis. Namun persoalan tidak sesederhma

itu, sebab kita perlu tahu warisan tradisi mana yang layak diadopsi apakah

Asy’ari, Mu’tazilah, Ibnu Rusyd atau Ibnu Taimiyyah.II

Dari sinilah umpak kekuahn dan kelemahan Al-Jabhi, kekuatalnya

terletak pada kmampuan Al-Jabbi ketika menunjukkan ukwan-ukuran yang

dipakai untuk madlai tradisi yang Mu diadposi untuk tmat Islam sekarang dan

kelemahan Al-Jat)hi tampak saat menentukan warisan mana yang layak

dikembangkan. Apalag ketrka Al-Jabiri mengumandangkan senmlgat Averoisme

sebagai sattuabmW tradisi yang layak dikembangkan. Al-Jabiri t»gitu banyak

mendapat suangan kritik.14

AI'Jabid dalam kajian teks kritlknya berusda keras untuk sewu bertolak

dan I»mbaca Wistemolod Bulhani, Bayani, hfani, dalam berinteraksi dengan

kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaa1 Arab klasik

maupun modern. Selain marggunakm lar(insan epistemologj dalam menganalisa

Wbedaan »mikiran Arab, Al-Jabiri juga tidak pernah menjauhkan dataran

anahsisnYa dad dimensi historis dan ideologis peradabu1 tersebut.

KecendenmW Al-:labil Yang sangat kuat terhadap pendekatan sosiopohtjs-

ldeolods, ini taIWak jelas dalam hampir semua karWnya, khususnya Nahnu wa

:: M Abad AI'Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, Terj. Nlnud Baso... „ x.xv
'' Ibid,XXVI
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al-Turath dm Trilogy Kritik Nalar Arab .\s Analisa ideologi politis dimaksudkan

untuk mengurarkan sisi idmlogi dan politik yang saling bertarung sebagai sebuah

kekuatan penting yang menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan

tradisi pemikiran filosof Arab. Dimana nuansa pemikiran filoso6 dijadikan

justifikasi baik secara seBaja atau tidak untuk menyerang idelogi lain seperti

wnanmw 6rqoh-firqoh Islam yang lebih banyak didasarkan pada kepenthgar

ideolow daripada kegiatan intelektual muni. Selain itu dinnnsi hbtoris.

Berupaya mengetahui tradisi psikologi dan kenyataan sej«d1 yang melatnr

t»lakand suatu ©rakan. Sehingga dapat diketahui faktor sosial dan kondisi yang

melahirkan sebuah pernrkiran.

Model Wbacaan sqWti di atas tersebut adalah model pembacaan

s&uktwalis yang tag mewabah di dataran Perancis, di RW bangwmn buis

intelektual Al-Jd)hi t»rada dalam hrgknan s&uktwab Perancis. Mesk]jpm Al_

Jat>id tidak Wnlah membelitahu pada kita tentang kapan dirinya berkenalan

dengan tradisi strukturalisne Perancis.16

Al-Jabid tidak hanYa membatasi analisisnya pada strukturalis Perancis

semata, Yang melihat WmikiTan seba® suatu struktur yang terkait satu sama lain.

Yang diajukan Al-Jabid ju@ adalah mdekatan historis, obyektivitas dan

kontinuias.17 Histodsitas dan obyekdvitas sam-sama alam arti fasal al_Qd;i

wa al'maqn1 ’ (Msahan mbaca dari obyek bacaannya), sedangkan kontinuitas

1: M Auld Abad Shah (ed} Islam Garda I»pon8 ... .+ 303
“’ M Abd Al-Jabiri, Post Twrdisionalisme Islan ._ . xx
17 Ibid, Hai-nav.
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beTard wasal al.qarf wa aFmaqru’ (menghubungkan mbaca dan obYek

bacmn). yang pertama) dtnaksudkan untuk menempatkan Radisi seba@ obyek

kajian kritis. Ini dinilai penting bad Al-Jabid9 sebab umat Islam dalam membaca

&adisinya serhgkdi menampilkan tradisi seba® sesuatu yang berbicara tentang

kekhiannya» selinggB nnlang93r lokditasnya dan yang terjadi adalah problema

masa bri ditarik ke masa lalu untuk dicarikan jawabannya, sementara masa lalu

berwaha lwnyhpan dirinya di balik drai atas sorotan budaya diluar dirinya yang

terjadi kemudian adalah ronantisme sejarah.

Sedan#all yang kedua ditujukan agar pembaca atau subyek lnanilikj

ketersnmbungan dengan pemrkiran atau mempenautkan tradisi yang dapat diakses

ke ruang terbuka di samping melakukan koreksi kritis sebelumnya. Adopsi

pemIkiran seperti hi oleh Al-Jabiri bukan dimaksudkan sebagai «dndakan

kembali ke tradisP dengan ontoh apa saja yang kita lihat cocok dan

membuang segala yang tidak sesuai dengan kepentingan kita. Yang dilakukan,

sebaliknya, paHam&tama menguasai dan memaknai swara rasional tradisi

tersebut lalu menimba relevansi dan kegunaan fungsional tradisi bagi kehidupan

kekinian. Analisis ini, terdapat dR)anyak tempat dalam karya Al-Jabiri, baik

secara implisit maupun eksplisit.

Dalam pengkategorian seorang pemikir kontemporer yang dilakukan

luth6 Asy-Syaukani, Al-Jabiri masuk dalam satu kelompok bersamaan dengan

Arkoun, yaitu keduanya merupakan kategmi intelektual reformistik yang

menggunakan met(xIe dekons&uktif. Metode dekontruksi m«upakan fenomna
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baru untuk pemikiran Arab kontemporer gerakan (post) strukturalis Perancis dan

beberapa tokoh post mod«nisme lainnya, seperti Invi-Strauss, Incan, Barthes,

Foucault, Derrida dan Gadamer, Al-Jabid termasuk dalam kelompok ini karena

beliau menggunakan landasan s&uktural dalam nwmaknai tradisi. Kelompok

reformistik dekonstruktif masih percaya dan menaruh harapan penuh kepada

turath. Tradisi atau turath m«eka tetap relevan untuk era modern selama ia

dibaca, diinterpretasi dan dipahami dengan standar modernitas.18

Sedangkan Issa J. Boullata mengklasi6kasikan k@endenmgan-

kecenderungan reaksi petrrkiran Arab menjadi 3 kategori.19 Dalam k]asi6kasi

yang da»rikan Baullat tersebut bahwa Al-Jabiri termasuk dalam kategori yarg

kedua atas usahanya anmarrfaafkan tradisPtradisi dunia Arab yang masih relevm

di era modern, namun dalam usahanya tersebut Al-Jabiri terlebih dahulu

anngkdtisinya melalui Nagd Al. 'aqt Al- 'arabi.

Begitu jelas, bahwa Al-JatIin m«upakan tokoh yang menMrkj fokus

Wmikiran dan sangat ambisius dalam urusm kebangkitan tradisi. Semangat A1.

Jabiri Yang paling besar tampak terlihat dalam proyek kritik nalar Arabnya, Yaitu

ketika Mau memulai kritik tradisi dari pemkir,in yang b«basis balusa yang

lahir di lingkunw arab. Meski proyek ini dibuat bukan untuk membalgw suatu

banWan tec)lob baru, namun proyek ini rnemang berbeda dengan proyek

kebangkitan Arkoun den@ “Nalar Islam” yangjangkauaanya tentu berbeda.

18 A Luthfi Assyaukanie, Tilx)logi dan IYaaarba Pemihrun Kontemporer 8 Pua Mad@ vol
I NO. 1 (Juli-D«€mber, 1998L 65.

19 Issa 1 Boull8ta, Dekonstruksi Tradisi, terj. Imam Khohp (Yogyakartt lx159 2001)p 4_5.
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Sejumlah sarjana mengemukakan bdlwa Al-Jabiri merupakan seorang

nasionalisme sekuler dan pengagum ide-ide dan tokoh-tokoh nasionalisme aFab'

Oleh karena itu, wajar apabila arah kecendcrungannYa @kitannYa dan fokus

kajiannya diwahka1 pada negara-negara arab dan kultur arab, berharap pada

terwujudnya suatu persatuan arab (al-Wahda al-Arabtyah) minimal pada

dngkatar pMan dan epistemologi sebelum ditingkat empiris yakni pada

dataran sosiologis dan politis.20 Ideologi “persatuan arab” bukan hanYa iaM

diwujudkan pada dngkat sosiologis dan epistemologi bangsa Arab ini saja, tetapi

juga dalam sejarah masa lampau dalam tradisi, dimana ia mari kebudayaan

nasionalisme aab. Mereka tidaklah mengherankan bila sebab fanatiknya itu, Al-

Jabhi dengan wnisan tradisi “rasionalisan magaR)i-nya”, banyak yang menilai

sebagai “chauvinisnf’ . Oleh karena itu pula, ia berI»adidan bahwa bangsa Arab

hanya dengan ruionalisme dan idoologi «persatuan arab» akan maju setaraf

dengan bangsa. Bangsa maju lainnya bila mereka mampu membangun kultur

demokrasi dan semangat rasionalisme. Salah satu kultur demokrasi yang coba Ab

Jat)iri dntis adalah kesadaran kognitif masyarakat arab melalui bangunan kHtisme

terhadap pentingnya demokrasi diantara arab. Sebab baginya demokrasi tidak

hanya membangun kesadaran politik-sosial ekonomi saja, melainkan demokrasi

pemikiran yang perlu didasarkan ke arah kesadaran akhlal.

In M Abed Al-Jabiri dan Hassan Hanafi. Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur dan
Barat dalam Cakru\paku Kritik dan Dialog, Ted. Umar Bukhari, (Yogyakartn IRCISOD, 2803), 81.
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D. Karya-Karya M, Abcd AFJabiri

Muhammad Abed Al-jabiri sebagai seorang lnmrkir dan intelektual telah

banyak menghasilkan karya baik berupa buku maupun tulisan lepas, karya ini

sebagai bukti dan ukuran Kualitas pemikirannya. Dengan melihat karya-karya Al.

Jabiri dapatkah dikatakan bahwa AFJabhi merupakan seorang pemikir garda

depan yang sejajar seperti Hassan Hana6 dan M Arkoun.

Bet»rapa tulisan tersebut dapat dimaKan sebagai t»rikut:

1. Ibnu KhaI(tun, Al-Asabiyah wa al-Daulah (1970), berasd dni dbertasi

doktoralnya di universitas Muhammad al-Khamis, Rabat, Muoko yang

membahas tentang pearikiran Ibnu Khddwl.

2. Adwa ala Musykit al-Ta ’tim (1973) yang membdras @aung persoalan_

persoalan pendidikan can tradisi pengajum d Maroko.

3. Madkhal ib Falsafah ol-'Ulum (1976), sebuah karya yang krd&i dni dua

jilid berisi tentang epistemologi ilmu pengetdruan seperti yang dkenal dalam

IBmikiran Barat beserb analisa histork atas berbagai aIkan yang ada (kIaI.

epistemologi barat modern_

4' Min al-Ru’Yat TaqaddumiYa ti Ba'd Mushkdath at-Fikriyah al-Tarbiyah

(menuju pan(laam Yang lebih pTogesif dalam mengatasi persoalan-persoalan

mikha11 dan pel'didikaID (1977), yang mmwlas problematika pemikiran di

negeri Maroko.

5 Nahnu wa at-Turath: Qin’ah Mu’ashirah ftTurathina al-Falsaft (kita &m

tradisi I»mbacaan kontemWnr atas tradisi filsafht( (1981). Buku ini dianggap
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kontraversi oleh kalangan intelektual arab karena men@jukan tesis “61saht

islam sebagd ideolog”, tapi juga menyebut tok)h filsafat Islam klasik Ibnu

Sina sebagai titik awal kemunduran peradaban Islam, karena dilihat tidak

rasional dan mengajarkan ilmu-ilmu sihir dan astrologi.

6, Naqd al- 'All al- 'Arabiy (kritik nalar arab) adalah ma©um upus-nYa Yang

merupakan babak baru dalam studi epistemology Arab. Terdapat 3 karya:

a. Takwin at- '491 al. 'Arabty (formasi nalar arab, 1982) sudah dit«jemahkan

ke dalam bahasa indonesia oleh Tmam Khoiri yang diterbitkan Ircisod

Yogyakarta (2003).

b. Bwryah al-'Aql at-'Arabty: Dirasah tahliliyah NahdMiyyah ti Nudhum at

Ma’rifah p al-Thaqafah al-'Arabtyyah (struktur nalar arab: studi kritik

analitik atas sistem pemIkiran dalam kebudayaan Arab). (1986).

c. 41.'AgI al-Siyasiy al-'4rabiy: Muhaddidah wa Tajalliyatuh (Nalar politik

arab: faktor penentr dan manifestasinya, 1990).

I. Al-Khitab al-'Arabiy al-Mu’ashir: Dirasah TahUiyah Nahtiliyah Naqdiyah

al-Ma ’rifah p al-Tahaqafah al- 'Arabiyyah (wacana arab kontemporer: studi

kritik analitik, 1982).

8. At-Maqhrib al-Mu’ashir: khususiyah wa a!-Htwiyyah, (1988).

9. lshkaliyat al-Fikr al- 'Arabi al-Mu ’ashir (I»berapa problematika pemikiran

arab kontemporer, 1989).

10. Htwar al-Masyriq wa al-maghrib (dialog antara dtmia Tinta Islam dar Dunia

Barat Islam, 1990), udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan
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judul “Membunuh Setan Dunia: Meleburkm Timur dan Barat dalam

cakrawda bidk dan didog” oleh Umar Bukhori, diterbitkan Ircis(xl 2003.

11. Al_Turath wa al-Hadatsah: dirasah wa munaqasah (tradisi dan modernitas:

studi kejadian dan perbedaan, 1991).

12. Wijhah Nmr NaPtw 1’Adat Bina Qadaya al-Fikr al-Arabi al-Mu’ashir (satu

sudut pandang menuju rekonstruksi persoalan-persoalan pemikiran Arab

kontempora, 1992).

13. At-Mas ’olah at-Thaqafryyah (problematika kultur:, 1994).

14. ,4/-Ma al-Huwiyyah, 41-'Amby wa al-Islam wa al-Maghrib (persoalan

identitas: arab Islam dar barat), 1994.

15. Al-Dimaqmttyyah wa Huquq al-Inssar (Demokrasi dan hak asasi manusia,

1994), sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Syuro

tradisi partikulariMS univasalitas”, oleh NajR) KaHani diterbitkan LKIS

Yogyakarta, 2003.

16. Al-Muthaqqafun fr at-Hadar al-Istamiyyah: Mamah Ibnu Hanbat wa Hukbah

Ibnu Rushd (cendekiawan Arab dalam pembahasan Islam: Cobaan Ibnu

Hanbal danTbnu Rusyd, 1995)

17. 41-Din wa al.Daulah wa Tatbiq al-Syari ’ah (agama, negara dan penerapar

syari’ah, 1996), sudah diterjemahkan oleh Mujburrahman, diterbitkan oleh

Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2001.

18. Al-Mashru a;-Nahdawi al-'Arabi: Muraja'ah Naqdiyyah (j>royekkeban#itan

arab: ulamn kritis, 1996).
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19. Hufsiyat fI al Zihrah min Ba 'id (1997)

20. Al-[hruri jal Siyasiy: Mukhtasar kitab al-SiYasi Ii At#Run (1998).

21. Mukhtasar kitab al-Siycsah (1998).

22. Qodaya fr at-Fikr aI Mu’asyh (1997)

23. Ibn RustId: Sirah wa Farah, Dirasah wa Nusus (1998)

24. Al-Kutliyyat Ji al-:Rbt) (1999)

25. Al-'Aql at-Huklaqi at-Arabiy: D#asah Tahhtiyyah Naqdiyah ti atNudhum al-

(2iyam ft at-Thaqafah al-Arabtyyah (2001)

26. Al-Koshfu at-Manahij al-Adalah ft Aqu’id al Minah: Au Nag(hr ilmi at-Kalam

DidxlaIn al Tarsim al-Ideologi al-Aqidah (1998). Sudah diterjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia dengan judul 'Nalar Filsafat Teologi Islam” oleh

Aksin Wijaya ditefbitkan IRCISOD 2003.
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BAB ill

RELASI AGAMA DAN NEGARA

MENURtrr MUHAMMAD ABED AL-JABIRI

L Relasi Agama Dan Negara Dalam Rujukan Tradbi

Al-Jabiri memilki pandangan yang unik tentang relasi agama dan negara,

karena ia mencoba meagaitkannya dengan tradisi Islam. Ba®Ya, suatu

kebandjtan ddak bertolak dari nIang kosong, namun harus berpijak dari tradisi.,

Ia melanjutkan bahwa “bangsa lain tidak akan pernah tegak berdiri menyambut

sebuah kebangkitan dengan berpijak pada tradisi orang lain. Agar dihormati

haruslah t»rpijak pada aadisinya sendiri. Dni sini kita bisa berpijak dari tradisi

kita sendiri, secara dasar, kritis dan rasional. Maka dalam konteks tradisi pula Al-

Jat)iri mengurai hubungan antara agama dan negara dalam rangka historis.

Menurutnya, apakah Islam itu agama dan negara atau kedua-duanya tidaklah ada

padanan maknanya dalam Islam. Solusi dari pernyataan itu adalah melekatkan

kata “hukum” pada agama dan kata “kekuasaan” pada kata negara. 1

Hubungan agama dan negara dalam rujukan tradisi (Al-Marjiyah H/-

Turathl}lah) dibatasi oleh kerangka fakta historis bahwa Islam lahir dalam suatu

masyarakat yang tidak t»rnegara dan bahwa ne Bra Arab Islam tumbuh swara

bertahap namun dengat cara-cara yang akseleratif. PerUlmbllhan tersebut

1 M At»d AFJatiri, Agama, Negara dan Penerapan Span hA, Ter}Mujibunahnnn
Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2(X)1 ), 62,

31
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mengiringi penyebaran dakwah Islam dan kemenangan Nabi dalam berbagai

peperangan khususnya adalah penaklukan Mekkah yang kemudian disusul dengan

penaklukan-penaklukan selarjutnya.

Tidak ada sesuatu yang mengaburkan pandangan dan membuat perasaan

serta pikiran terombang-ambing melebihi pertanyaan-pertanyaan palsu.

Pertanyaan-pertanyaan palsu adalah seperti layaknya pertanyaan-pertanyaan anak

kecil. Berba® Wtanyaan yang mengemukakan masalah-masalah palsu namtm

dianggap hakiki oleh kesacaran. Bahaya pertanyaan palsu terletak pada kenyataan

bahwa ia menuntut satu jawaban palsu yang pada gilirannya akan mekhtkan

masalah-arasalah palsu lainnya. Hal ini karena setiap pertanym1 yang daontnrka1

rnenwdalkan adanya satu rancangan jawabal ketika rnrtanymn di lontzrkan

dalam bentuk pasangan yang berlawanan seperd, “Apakdr Islam itu agann atau

neW” maka ia mendrim pikiran orang yang ditanya kepada klasifikasi rasional

duahstic terbatas menghipotesiskan dua kemungkinan, “Islam adalah agama,

bukan neW” atau K Islam adalah agana sekahgps negara”. Kemun®lan

ketiga, yakni “Islam adalah negara, buku agama” achlah kemungkinan absurd>

karena Islam secara definitif adalah suatu aguna.2

a. Fakta-fakta sejarah

Untuk memaknai “pemisahan antara aguna dan negara” alam

hubunWYa dengan rujukan tradisi, menurut Al-Jabiri Rada (Al-Turah)

adalah sesuatu yang tadI dm menyerlai keyakinan bta) yang berasal dM

2 iba, 55-57
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nusa lalu> apakah itu nusa lalu kita atau masa lah orang lain, ataukah masa

lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun dekat. Ada dua hal Yang

penting dni definisi tersebut, pertama, bahwa tradisi adalah sesuatu Yang

menyertai kekinian kita, yang tetap hadir dalam kesadaran atau ketidak

saMan kita. Kehadirannya ddak sekedar dianggap sisa-sisa masa lalu

melainkan sebagai masa lalu dan masa kini yang menyatu dan bersenYawa

dengan tindakan dan cara berpikir karmr muslim, kedua, tradisi yang

mencakup aadisi kemanusiaan yang lebil luas seperti pemikiran 61safat dan

sains. Yang kedua ini oleh Al-Jabiri disebut sebagai “Al-Turatsal Insani.”

Karena dalam rujukan tradisi tidak mengenal dualisme. Sebagaimana dapat

dimakJtmi dalam sejarah Islam secna rmrm tidak ditemukan adanya

“agama” yang dIbedakan dan dipisahkan dari negara sebagaimana juga

sebaliknya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, Jabiri ingin menunjukkan bahwa

membangun satu rujukan yang lebih awal dan kb]1 kaya dengan alat ukur

dibanding rujukan-rujukan Madzhab yang biasanya menjadi paradigma untuk

mendukung sikap politik tertentu telah menjadi sebuah keniscayaan tak

terelakkan. Rujukan dasar yang mendahului semua rujukan dalam pengalaman

kesejahteraan Islam Arab adalah praktek para sahabat periode Khulafa’ur

Rhasyidin. Karena dalam teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Nabi tidak

aren@tur hal-hal yang berkenaan dargan pemerintahan dan politik. I»mikian

juga Al X)ur’an dan Sunnah tidak terlibat dengan persoalan hubungan antara
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aguna dan negara secara rinci dan jelas. Sebagaimana yang diberikannya

untuk peu,oalan-persoa an lain seperti masalah waris dan perkawinan. Maka

rujukal das,m, untuk tidak mengatakan satu-satunya, dalam hal hubunw

agama dan negara adalah praktek sahabat. “Praktek sahabat ialah seluruh

praktek sahabat dalam politik dan huh m, baik berupa perkataan maupun

tindakan”. Dengan demikian masalah ini berhubungan dengan pengalaman

historis yang dibh aai, sebagaimana pengalaman-pengalaman lainnya, oleh

data-data politik, sosial, ekonomi dan budaya yang membentuk bangunan

sejarah dan masyarakat di masa itu. Untuk itu perlu diajukan fakta-fakta sosial

historis yang membingkai tema-tema “negara dan agama” dimasa itu.3

Fakta pertama, bahwa orangoang Arab ketika Nabi MaHnnBd

diutus tidak mempunyai raja dan negara. Pada waktu itu sistem sosial politik

di Mekkah dan Madinah adalah sistem sosial kesukuan yang belum memenuhi

persyaratan sebuah negara. Seperti berpijak pada wilayah territorial tertentu

dengan sejuadatl pendudukan yang tinggal di wilayah tertentu dan adanya

kekuasaan pusat Yang bertindak mengatur masalah bersama sesuai undang-

undangan dan kebiasaan serta penggunaan kekerman yang dilakukan abs

nama kebersamaan dan kependngan bersama.

Fakta kedu& seiring diutusrIya Nabi Muhammad, kaum muslim mulai

menjalankan agama baru Yang bukan saja merupakan sikap individual

d#lad?Wn Tuhan namun ju@ meru®kan perilaku sosial yang teratur.

3 lbH.. 7
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Perilaku sosial ini semakin berkembang dan teratur bersama denW

perkembangan dakwah is iam hingga mencapai puncaknya setelah Nabi hijrah

ke Madinah. Pada masa itu, meski pada praktek Rasulullah SAW merupakan

seorang pemimpin, komandan sekaligus pembimbing masyarakat muslim,

beliau berulangkali menolak dengan keras untuk disebut sebagai raja atau

pemimpin negara. Beliau menganggap dkiaya, sebagaimana juga kaum

muslim saat itu menganggapnya sebagai seorang Nabi dan Rasul seperti apa

yang disebut oleh AL-Qur’an, mema'llg beliau terjun dalam berbagai

Wnempuran, memimpin ekspedisi militer, mengatur persoalan-persoalan

masyarakat dan berusaha menjaga p«satuannya, mengirim utusm dar

meningkat para W@wai dan seterusnya nmlm t»liau melakukan semua itu

sebagai pendakwah dan penyebar agama baru.

Fakta ketiK bahwa hal-hal yang ditentukan oleh perkembargm

dakwah Islam berupa pengaturan soal-soal dunia, dunianya Rasulullah SAW

dan para sahabat. telah mencapai taraf yang mapan dan luas seiring dengan

berakhirnya dakwah tersebut sehingga para sahabat Rasul yurg sangat dekat

denW beliau merasa bahwa ketiadaan Rasulullah akan berarti kekosongan

Institusional. Walhasil Nabi telah berakhir bersanaar dengan terbentuknya

satu negara atau sesuatu yang menyerupai !!ema, Jika agama adalah Wahyu

Allah Yang tidak §eQrangpun berhak mewari$inya dari Rasulullah dan ddak

pula untuk mengWtikann% maka pengaturan pOlitIk dan ekonomi

masyarakat yang tumbuh bersamaan den@n pertumbuhar dan penyebaran
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dakwah, membutuhkan adanya orang yang menjaga. men®tur sena

memperhatikan perkembangannya setelah Rasulullah wafat.

Ketika itu pengBtusar politk dan ekonomi, masyarakat tidak

menggtmakar nana politik karena Rasulullah menolak disebut raj& sementara

ddak dalat istilah lain dalam kamus bahasa Arab saat itu untuk

kepemimpirmn politik selain istilah raja, satu istilah yang ditolak dan kritik

dengan alasan bahwa “raja” satu-satunya hanyalah Allah.

Fakta ke empat, bahwa Al-Qur’an yang berulangkali membicarakan

perihal 'lrmat” umat Islam dan kaum musli'nin:

QS. Ali Imran ayat 110

b );)?3 Sit di 3383 Jj 3:It, 3;3k o'aJ :1l;i Ji ;; ;&

bAth\ ;l93 3;}Jt ;8 ;g \::1 LgI gKi\ 3bi 311; '}3 jjt,

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaR yang dilahirkan untuk manusia,
menywuh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang muIkar,
dan beriman kepada Allah, Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentuldr
itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang berimanp dal
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 4

Justru menghndari dari pembicaraan mengenai sistem politik, sosial

dan ekonomi yang sebenarnya te]ah menyatukan umat tersebut dengan negara,

Memang benar bahwa Al-Qw’an telah menetapkan hukum dan sanksi,

Inenaalalkan dan mengraramkan, menetapkan berbagai kebij Aar

kewajiban, baik yang harus dilaksanakan secara individual maupun kolekdf

4 Dqiag RL AIQur ’an dan Terjemahan,94
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atau pelaksanaannya menuntut adanya seorang pemegang “Perintah”, Al-

Qur’an mengajak dengan ungkapan yang eksplisit untuk mematuhi para

pemimpin. Seperti firman Allah dalam QS_ An-Nisa ayat 59:

J ;iSe 3$ ;G ;ii\ 3/3 3;) 1 1;&b iL\ tjlbf \; 1: hIit tg(

;; bJb /-01 f;5\3 dJI, b;; 4 ;& 81 J'\3 dI uJI : ji 3g ,L,1
4 1

LbJU 31„LIS

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, U-adlah Allah M1 b-atihh Rasul
(Nya), dan ubI amd di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembaMaddr ia kepa(b Allah (Al
Wan) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kqpada Allah dan hari kemudian. Yang demOcian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.. 5

Sebagaimana Al-@’an juga mencela kesewenang-wenangar dan

keangkuhan serta memuji mu$yawalah, berbuat baik, berlaku adil dan

seterusnya. Akan tetapi dengu1 “Kerajmn” Iskm bn atau “negara” Islam9

demikian ju@ tidak men»butkan tentang ormg yang akan menggantikan

Rasul dalam mengelola persoalan-persoala1 umat baIM tidak pula

menyebutkan keharusan adanya orang yang menggantikannya. Jadi Al_Qur'an

menYerahkan Wrsoalan ini kepada kaum muslim dan nampaknya ia termasuk

apa yang disabdakan Nabi SAW. “Kamu lebih mengeuhui persoalan

duniamu”. Melupakan perdebatan politik murni dan diselesaikan berdasarka1

WrtimbanW kekuatan sosial politik (kesukuan) saat itu.

5 Ibid.,128
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Dan fakta-fakta historis di atas san@t jelas (menuIut Jabhi) bahwa

persoalan “hubungan agama dan negara” tidak pernah terlantar di zaman Nab1

da1 tidak pula di man Khulafaur Rasydin. Persoalan “Warisan” (Turats)

merupakan pt6at aktivitas banyak intelektud, dar kata “krisis” mulai menjadi

hal yang lumrah.6

Seperti yang dimgbpkan di atas bahwa pertanyaan tentang apakah

Islam agama atau negara menuut Jabiri adalah pertanyaan palsu. Untuk itu

hmm bisa melepaskur diri dari ikatan pertanyaan palsu itu dengan cara

meletakkan pertanyam tersebut pada posisi dipertanyakan selling@

dimungkinkan untuk melontarkan pertanyaan itu dalam ungkapan yang

digambalkan realitas masyarakat Arab, yaitu yang mengungkapkan tentang

fakta-fakta masa lalu dan sekarang serta citauita masyarakat Arab dimasa

yang akan datang.7

Rujukan tradisi mengenai tema “agama dan negara” terdiri dari sejarah

politik dan pemikiran Islam, khususnya yang bersifat resmi sejak lahirnya

Islam hingga kebutuhannya sendiri sehingga tidak mengenal berbagai

persoalan sendiri seldn persoalan internal dan solusi juga bersifat internal,

Karena dalla konteks ini terdapat dualisme, Dualisme yang dipahami bangsa

Eropa dengan implikasi adanya satu tuntutan untuk memisahkan antara agama

dan negara. Jika hal ini dinyatakan kepada rujukan tradisional kita, maka

6 M At»d AFJabir{ Agama. Negara dan Penerapan Syari bh, 7-15
7 lbH., 58.
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persoalan ini pasti dianggap sebagai “perlawanan terhadap Islam” dan usaha

terbuka untuk menghabisi Islam.

Di tengah-tengah kdtisisme inilah Al-Jabid menerapkan metode

dekonstruksinya. Buatnya yang pertama sekali adalah dekonstruksi turats,

selama tur us tersebut dianggap yang paling lama melekat dan menyatu dalam

akal Arab. (Tradisi Turns) Islam, menurut Jabiri, sama sekdi berbe(b dengan

tradisi lain, juga bukan sekedar berupa kwa-mya abu panchngBn ulanu

terdahulu sebagaimana yang dipdrani kaum tradisional.8

be Kekhalifahan

1. “Kekhalifahan” dan perthrbargm kekuasmn

Nabi menyerahkan masalah ii kepa& para sahabat agar mereka

sendiri Yang membuat keputusan setelah beiau tiada, maka apa yang

ditefapkan oleh paz sahabat dan yang dilakukan oleh para KhalSA

setelah mereka serta teori-teori Khalifah yang akembangkan oleh ahh

fiqih dikemudian hari, semuanya adaM masalah ijtlhad. Ijtitud yang

masalahnYa diserahkan kepada kaum muslkn “dapat dipastikan

mengalami perbedaan terWtung kepada perbedaan masa dan kondisi”

Satu-sattnYa Yang tidak berubah dari agama adalah bahwa dalan Islam

teFdapat hukum-hukum Wara’ yang pelaksanaannya memerlukan adalya
64

pealeWg perintah”. Sedangkan yang berhubungan dengan negara Islam,

1V \ o 1 1 p 1E\IF o p 1t 1:1:q):1;ir:=31p18B:5 y y1 11q10 ENaF1 11ya(Ham1 Pe mill run Arab KontenHre rMdirK
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sejak pertemuan di Sacjfah Bani Sa’idah kum muslim mengukuhkan

kedudukannya berdasarkan kecenderungan pertimbangan kekuatan,

kekuatan maknawi ataupm material. Karena mereka semua adalah kaum

muslim, atau sekuang-kurangnya mereka bertindak dengan kedudukan

sebagai muslim, naka masalah hubungan negara dan agama tidak

terlontar dan tidak mungkin terlontar”.

Ia merupakan sdah satu masalah yang tidak mungkin dipikirkan

karena segala sesuatu dalam masyarakat muslim ketika itu adalah Islam

kecuali apa yang dihnamkan oleh teks Al-Qur’an dan perkataan Rasul.

Tidak ada teks yang menentukan jenis pemerintahan yang harus diikuti

oleh kaum muslim, tidak ada pula teks yang melarang mereka rmtuk

mengrkuti jenis pemerintahan tertentu. Inilah yang menjadi alasan bagi

tokoh-tokoh berbagai aliran dalam Islam yang berpendapat bagi

kemungkinan tidak mrUlaknya kepentingan adanya Khalifah yang juga

belaka>at pada tickk perlunya sebuah negara jika masing-masing kaum

muslim dapat menegakkan perintah dan larangan agama; satu hal yalg

membuat kebutuhan akan seorang penguasa itu menjadi gugtu.9

Walaupun teori Islam mengakui kesatrnn antara agama dar negara

dibawah kekuasaan Khahhh. Khalibh adah merwpakan gelar yang

dibenkan kepada orang yang melaksanakan tugas kehnanaha1. Sekin

Khalifah ada lainnya seperti Imam dan Ami’rul Mukminin. Harya saja

9 M AM AFJabiri, Agama, Negara dan Penerapan wari bA, 69-70.
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istilah ini memiliki urgensi bukan pada makna lafalnya tapi dalam

sejarahnya. Awal penyebutannya adalah kepada Abu Bakar ketika terpilih

seteldr Bd’at As-Asqifah, untuk menggantikan Rasulullah dalam

memimpin umat Islam dan memelihara kemaslahatan mereka. “ Adapun

penamaannya sebagai khalifah (penerus atau pengganti), karena dia

mengga3tikan Nabi dalam mengurus umat”.10 Pengakllan itu berarti dan

tergantung pada fungsi khalifah seba@i perandat dan pengembang

hukum (syari’ah) Allah. Bila berbagai sistem politik umat muslim kepada

pemimpin politik itu tidak mutlak lagi loyalitas mereka yang pertama

adalah kepada tujum-tujuan dan lembaga-lembaga Islam, dan ia bisa

melaiatkan sikap negatif, atau bahkan menrmtut sikap permusuhan

terhadap para penguasa selular.11

2. 'Kekhalifahan” adalah kekosongan p«undang-undangan

Jadi tidak ada sistem pemerintahan yang disyni’akar oleh Islam

yang ada hanyalah sistem yang lahir bersamaan dengan perkemban wn

dakwah Islam yang pada awalnya, dan setelah Nabi wafat. Berpijak pada

model seorang “komandan perang” dm hilal yarg dibutuhkan saat itu

dan dituntut oleh situasi. Ketika negara Arab Islam itu berkembang seiring

denw adanya be3agai penaklukan, harta rampasan yang diperoleh Mn

penyebaran Islam, maka model seorang “komaldan perang” itu ti(hk

m M Dhhuddh Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta, GaIn In@ 1990), 78
" A. A R G&b 41iran+tliran Modern Dalam Islam , (Jakaru, Rajawab1 1991)1 180.
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sanggup lagi mengikuti perkembangan yang telah terjadi sehingga

muncullah masalah kekosongan perundang-undangan

Menurut Jabiri tidak terdapat teks Al-Qur’an dan Sunnah yang

mengatur masalah pemerintahan dan Nabi SAW wafat dengan tidak

menunjuk siap yang akan menggantikannya, serta tidak pula menjelaskan

bagaimana cara perlunjukkannya serta pembatasan wewenang dan masa

jabatannya. Maka masalah seperti ini masuk jenis masalah yaitu seperti

apa yang dikatakan Nabi, “Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu”

sehingga masalah hi diserahkan kepada peran akal (Ijtihad). Ijtihad dalam

hal ini diorienta8ikan pada kemaslahatan umum yang dituntut oleh kondisi

zaman adalah rujukan utama, etika Islam sebagai kendalinya dan

pengalaman umat Islam (historis) sebagai ranah untuk mengambil

pelajaran.diantara sejarah pengalarnan umat Islam yang bisa dijadkar

pelajaran utama adaldr “peristiwa perubahan dari khalifA menjadi

kerajaan”. Dari @dsth% politik tersebut dapat diajukan pertanyaan,

mengapa khilafah berubah menjadi kerajaan. Jawabannya adaldr karena

“Sesungwhnya apa yang telah terjadi itu merupakan ekspresi dM

kekosongan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan ymrg

didirikan setelah Nabi SAW wafat»12

Terdapat tiga masalah utama yang berkaitan dengan hal tersebut:

12 M Abd Al-JahIt Agama. Negara dan Penerapan iSyari’ah. 73
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a. Tidak adanya penentuan metode tertentu yang diundangkan memilih

khaI-fall.

Karena wafatnya Nabi tidak mewariskan metode untuk

memilih khalifah akibatnya pemilihan penggantinya Nabi yaitu

terpilihnya Abu Bakar terkesan tergesa-gesa dan eksepsional.

Pemilihan tersebut bisa dikatakan pemilihan yang “tiba-tiba terjadi”.

Karena tanpa adanya perencanaan sebelumnya, dan cepatnya kam1

Anshor mengadakan pertemuan di SaqKdr Bari Sa’i(kh untuk

memilih siapa yang layak menjadi peng WId Nabi9 dalam pertemtun

tersebut sempat terjadi perdebatan dan Pertentargan pen@jat yang

bisa berakibat fatal jIka Umar BhI Khattab tiak bergerak cepat vaitu

bersama-sama kaum Muhajirin dan Anshor tichk segera membai'at

Abu Bakar, sebab Abu Bakar adaldr sdubat yang paling bisa dterima

oleh semua paak. Dan Abu Bakar juga berbuat seperti apa yang

dilakukan Unar yaitu menunjuk Umar bin Khattab setelah

berkonsultasi denw para sahabat. Denukian juga pada yang

ddakukan Umar dengan menunjuk enam calon yang bertugas memilih

salah seorang daN mereka dan akhirnya terpilih Utsman_ 13

Pemberontakan terhadap Utsman yang mengakibatkan

WahnYa antara pendukun@Ya dan I»ndukung Ali di hari-hari

“Musyawarah”, yaaa disela-sela perdebatan yarg berakhir dengan

- Ibid.. 74
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penghentian Utsman sebagai khaI fah dan mmpai terbunuh tidak akan

terjadi jika tercapat Rndang-undang yang mengatur bagaimana metode

urttd< menentukan khalifah. Lenyapnya khalifah Utsman, membuka

jalar untuk masuknya tiga macam alternatif, kelompok modernis

murId mencoba menampilkan gagasan untuk mencipta sejenis khilafah

14baru.

b. Tidak adanya batasan bagi masa jabatan “Khalifah”

Dalam sejarahnya fungsi utama “Khalifah” adalah sebagai

Amir” kaum muslim dalam memimpin jihad dalam memerangi kaum

mwtgd dan dRam t»rb3gBi perang. Kpwna tidak 4(la ygrlg mnmp11

mQmprediksi sampai kapan berakhir. Maka pembat4san masa jabatan

«Amir” tidak masuk akal. Kekllasannya akan terus bertahan selama

perang berlanjut, kecuali menggantikannya. Akan tetapi, tugasnya

akan berakhir dengan berakhirnya perang sehingga ia kehilangan

jabatannya “ Am jr” dan kembali kepada pcsisinya semula sama $epc rh

anggota masyarakat lainnya.15

Karena tidak ada teks agama, baik dalam Al-Qur’an dan Hadits

yang mengatur masalah pemerintahan dan karena orang-orang Arab

tidak memjliki Radisj yang kuat dalam bidang peDerintatlan dan

negara maka mode! « Amir” yang ada d&am imajinasi kaum muslim

14 11 A R Git>b. Aliran-Airan Modern Dalam Islam. 181

15 M, Abd 41-Jd81[ @ama, Negara dan Perseru.nn Syari 'ah, 75.
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setelah Rasulullah nnfat adalah model seorang komandan pasukan.

Model tersebut akhirnya mendominasi nalar politik Arab ketika itu.

c. Tidak adanya pembabsan wewenang seorang khalifah

Pada masa khalifzl Abu Bakar, Umar maupun Utsman

persodamya adalah karena model yang mendominasi pemikiran

politik Arab pada smt itu adalah model “panglima perang”. Sehingga

tidak mungkin untuk mengatur masalah pembatasan wewenang ini.

Masalah pembatasan wewenang tidak termasuk apa yang dipikirkan

pada masa itu karena pada masa itu adalah masa penaklukan rampasan

perang, dan perluasan wilayah. Ketika rampasan perang sudah

melimpah dan kondisi masyarakat t»rubah, muncul berbagai masalah

yang mau tidak mal akhirnya menjadi tema perlawanan dan protes,

maka masalah pembatasan wewenangptm menjadi tema yang aktual.

Masalah ini dilontarkan oleh para pemberontakan Utsman yaitu

tentang dia dituduh telah melampaui wewenangnya karena dia

mengangkat keluarganya (sebagai pejabat negara) dan menggunakan

seperlima dari rampasan perang.

Lebih lanjut, fakta-fakta dari sejarah Islam dapat disimpulkan

sebagai berikrt: dari fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan tidak

ada sistem pemerintahan yang disyari’atkan oleh Islam. Yang ada

hanyalah sistem y&lg lahir t»rsamaan dengan perkembangan dakwah

Islam. Baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak diberikan batasan-
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batamn tentang format yang harus diikuti dalam mendinkan negara.

Namun persoalan itu menjadi persoalan ijtihad sebagai sabda Nabi

„Kamu lebih mengetahui tentang segala unls:In d11nia kahan»'16

Dengan demIkian, hubungan agama dan negara dari telaah

historis menunjukkar_ bahwa dalam Islam, am tidak punah terplsah

dari negara. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW. D1

Madinah dengan seperangcat elemen yang ada, berupa Wmimpin9

rakyat, teritorid, hukllm dan tentara, kesemuanya dalam bentuk Yang

palhrg sederhara kIRuny& ddam perspektf modern sudah layak untuk

disebut sebagai negara.

B. Relasi Agama Dan Negara Dalam Rujukan Kebangkitan (RenaissarIce)11

Seteldr menelaah pandangan Al-Jabhi terhadap tradisi, kita selanjutnya

akan mencoba melihat pandangan-pandangan yang dikemukakannya terhadap

masalah-masalah kekiniaa kaum muslim dan bagaimana seharusnya mereka

merancang masa depan Apa yang dianggap sebagai masalah-masalah

kontemporer umumnya merupakan persoalan tradisi Islam versus Barat modern

Dengan kata lain, jika dulu kaum muslim berhachpan dengan budaya asing

diantaranya berupa filsafat Yunani, maka sekarang kaum muslim berhadapan

den@n budaya modern Barat. Dalam konteks ini kita akan melihat pandan@n-

16 M Abal Al.Jabir{ dan Hasan Hanaa Membunuh Setan Dunia : Meleburknn Timur Dan
Barat Dalam Cakrawala Kritik [krn DkUog, Ted. Umar Bukhori (Yogyakarta, IRCISOD, 2003), 76.

17 Ibid, 90
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pandangan Al-Jabiri mengenai masalah hubungan agama dan negara, secara

umum pandangan-pandangan A=-Jabiri, tidak terlepas dari sikap yang dipilihnya

untuk memulai kebangkitan dargan pijakan epistemology rasional yang telah

dikembangkan para pemikir Islam di Barat.

Masalah cukup menyita perhatian kaun muslim saat ini adalah masalah

hubungan agama dan negara. Masalah ini menjadi mendesak disebabkan oleh

munculnya negara-negara (nation states) dan berhembusnya semangat

sekularisne yang dibawa o eh Barat modern.18

a. Menghindari generalisasi atas masalah-masala regiond

Menurut Jabki yang mendasari dualisme agarru dan negara alam

rujukan kebangkitan Barat ada tj@ yaitu pengalaman keagarrima Eropa,

masalah sektadanisme aWa dan pen®tan kebangkitan tersebut dengan

Wmisahan antara aW dan new yakni berdasarkan kebanAitan Eropa.

Faktor-faktor di atas tentu jelas berbeda hubungan ag,Inu dengan

rujukan tradisi. Dalam Islam jusau sebaIIknya. Arab menunjukkan

kebangkitan dengan mtnculnya Islam yang memungkhrkan mereka

mendidkan sebuah negara- menaklukkan beberapa kerajaan dan menopang

peradaban dan sebagainya. Sehingga menghasakar pemahdnun yang

mengkaitkan antala agama denW kebangian, satu keterkaiUn den@n sebab

dan akibat. Persis seperti halnya pemikir Arab, pengajar sekularisme.

mengkaitkan antaTa pemisahan aW dan negara dengan kebangkitan

" M Ahd Al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah. XVIII

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



48

Bagi Jabiri dual=sme antara agama dan negara dalam Wmiktan ATab

kontemporer. Dengan menganggap bahwa rujukan kepada kebangkitan Eropa

merupakan satu_satunya kebenaran abadi. Padahal kalau dianalisis bahwa

syarat_syarat kebangkitan ti&kldr tunggal tapi banyak dan berubah sesuai

dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena itu, kadang-kadang unsur

tertentu menjadi syarat bag kebangkitan dalam pengalaman sejarah tertentu 3

dm kadurg jusau nnlah sebaliknya. Menurut Jabat “Masalah dualisme

agama dan negara dalam pemikiran Arab kontemporer adalah masalah palsu

karena ia menutupi dan melompati masalah-masalah yang tengah dihadapi

dan sebagai gantinya, ia melontarkan masalah-masalah lain yang dianggap

perlu diatasi syarat bagi kebangkitan dan satu keniscayaan bagi masa

depan”. 19

Lanjut dia, UI#uk ita harus bisa melepaskan diri daN kepalsuan yang

dilontarkan dari dualisme dengan cara memisahkan hubungan agama dan

negara dari masalah kebangkitan dan kemajuan, serta menganggap masalah

tersebut saling berdiri sendiri dan tunduk kepada perubahan, perubahan

struktur masyarakat, dan t-pe hubungan sosial ekonomi yang dominan serta

watak kekuasaan politik. 3ngan kata lain, masalah hubungan agama dan

negara harus ditangani berdasarkan data-data khusus dari realitas disetiap

Arab masing-masing. UntuK itu kita harus menghindari generalisasi masalah-

masalah regionalisme dengan_masalah-masalah nasionalisme.

19 rM. 96
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b. Sektarianisme dan demckrasi

Bagi Jabiri, dualisme agama dan negara dalam pemikiran Arab

modern dan kontemporer merupakan dualisme palsu. Karena

menyembunyikan mudah-masalah sektarianisme diberbagai belahan Arab.

Untuk itu harus mencoba menggali masalah umum yang dihadapi oleh bangsa

Arab secara keseluruhan dari teluk (Persia) hingga samudera (Atlantik),

masalahnya yaitu demokrasi daN dimensi politik maupun sosial seperti

tontaran beliau sebagai berikut:

“Dualisme agama-rgama dalam pemikiran Arab modern dan

kontemporer merupakan dualisme palsu. Ia palsu karena menyembunyikan

masalah lainnya yang hakRI dalam tampilannya yang relatif, yaitu masalah

sektadanisme yang ada disebagian wilayah Arab, dan masalah hi

memantulkan hakikat 3latif t»laka karena ia tidak mengenal seluruh Negeri

Arab, dan hanYa dimaksudkan untuk menggantikan masalah universal yang

sebenarnya, yaitu dadanya demokrasi politik dan sosial di negeri Arab dari

teluk (Persia) hingga samudera (Atlartik)”.20

Demokrasi dan rasioniJisme sebagd penggarti “Sekularisme

Menurut saya (Jabiri), adalah satu keharusan menjadkan slogan

«Sekularisme” dari kamus pemikiran Arab dan menggNrtikannya dengan

C.

28 Ibid., 97
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sIo@n “Demokrasi dan Rasionalisme” karena dua konsep itu ungkapan yang

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Arab 21

Bagi Jabiri, masalah sekularisme pada dasarnya adalah masalah

imitative, dalam arti mengmgkapkan berbagai kebutuhan dengan ungkapan

yang maknanya tidak sesuai dengan kebutllhan-kebutllhan tersebut.

Kebuttaw akan kemerdekaan dalam keranga ideatitas tunggal nasionalisme,

kQt)utuhan akan demokra$i yang mQngronnati hak-hak mjnQritas SQmua ini

merupakan kebutuhan obyektif, aktual dan rasional, dan ini niscaya bagi dunia

Arab. Hanya saja ini kehilangan nilai rasionalnya, ketika diungkapkan dengan

slogan «sekularisme”. Dm slogan itu hendaknya dijauhkan dari kamus

pemBcjran Arab dan menggantinya dengan demoknsi dan rasionaljsme.22

Ungkapan denokrai dan rasionahsme merupakan ungkapan yang

sesuai dengan kondid objektif bagi masyarakat Arab, demokrasi berarti

menjadi hak-hak, hak-hak individu dan kelompok; sedangkan rasionahsme

adalah upaya menjalmrkan politik standar. Standar logika dan etika polidk

berdasarkar akal, bukan berdasarkan hawa nafsu3 falatisme kelompok

ataupun perubahan perasaaa,

Ini berarti balwa pengertian demokrasi yang dituntut bagi negeri Arab

harus diCari bukan Jalan I»ngatian dan penerapannya menurut orang

Yunani, Rott]awj, Eropa dan Amerika modern, tidak juga dalam PeDgeltjaD

21 Ibid, r04
22 M At»d Al-Jabiri dan F3san HanafI. MelnbBnuh Setan Own@_. ... 74
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Syura7 sebagaimara yang :elah diterapkan dalan Islam, melainkan dalam

pengertian yang ditenUkan oleh fungsi kesejarahan yang harus diwujudkan

oleh demokrasi itu sendri, adam masyarakat Arab kontemporer.23

C. Perdebatan Para Tokoh Tentang Relasi Agama Dan Negara

Tema tentang agama dan negara adalah tema yang masuk wilayah politik

dan tunduk pada logika politik. Relasi agama dan negara secara rasional akan

ter&egmentasi menjadi tiga hal: Pertama, Islam adalah agama sekaligus negara.

Kedua, Islam adalah agama daa bukan negara. Ketiga, Islam adalah bukan agama

dan bukan negara, akan tetapi, yang ketiga ini adalah tidak mundin. Maka

pilihannya tinggal yang pertama dan kedua.

Sejarah awal Igam tidak mengenal istilah negara. Mulai dari

kepemimpinan Muhammad SAW, dan seterusnya dilanjutkan oleh Khulafah Al-

Rashidun sampai Bani Amawiyyah berkuasa istilah daulah tersebut tidak

digunakan dalam istilat pemerintahan sama sekali. Istilah tersebut baru

digunakan setelah kemenangac revolusi Abasiyyah. Pada saat itu ia mengatakan

“ini giliran kami” (Hadhihi Dawlatana) ?A Selanjutnya istilah dawlah digunakan

untuk menyebut sebuah rezim yang sedang memerintah yang dalam masa itu

menyebut Dawlah Abbasiyah.

23 M Al»d Al-Jabiri, Syura Tradisi Partikularitas Universalitas, (Yogyakarta, LKIS, 2(X)3),

24 NL Abd Al-Jabiri, Syuro : Tradisi Partthdaritas dan Universitas. Terj. Mujiburrahman,

21 -22

(Yogyakarta : LKIS, 2(X)3), 16.
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PerbincurgNr seputar relasi agama dan negara terjadi dalam suasana

ketika dunia Islam telah terjeLna ke dalam negara-bangsa (Nation-Statel dan

hubungan mtma ajaran, iukum serta kepemimpinan agama disatu pihak dan

negara modern dipihak lain.25 Hal ini berarti bahwa wacana tersebut muncul

setelah runtuhnya kekhahfbhan Turki Ustmani di Istanbul dan berdirinya negara-

negara bangsa yang menguas namakan nasionalisme.

Secara teoritis, kebutuhan untuk mendinkan institusi kenegaraan, atau

yang disebut sebagai body politic, adalah keniscayaan sebuah komunitas yang

terintergrasi yang menginginkan peraturan terhadap masyarakat tersebut. Dalam

pemikiran yang dikembmgkan oleh John Locke, berdasar paradigma bahwa

manusia memiliki hak-hak alamiah, hak yang tidak boleh dirampas dan dilangBr

oleh orang atau institusi selair dirinya, mensiratkan akan kebutuhan sebuah

or@nisasi ymg memiliki otoritas rmtuk menjaga agar ket»basan dan hak asasi

manusia tetap terjaga. Irstitusi itu adalah body politic atau negara.26 Dengan

demikian neW adalah integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi

Wkok dad kekuasaan pelUk. Negara adalah agenci (alat) dari masyarakat yang

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dar

menertibkan gejala-gejala kekJasaan dalam masyarakat, karena murusia hidup

selalu dalam suasana kerjasama, sekaligus dalam suasana artagodstis dan penuh

pertentangan.27

25 Syamsu Rizal PaIBgabean, UDin, Dunya, dan Daulah» Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia
Islam, Ed-Taujk Abdullah, et 411, (Jakarta : rr. Indar B©u Var Hoeve. Tt)9 60.

A John Dunn, JohttLc»ke Pendekar [kmokrusi M(xlern, (Jakarta : Gra6ti, 1998), 54.
'' Miriam Budhrdjo, Das m-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 2002), 38.
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a. Pandangan Dalam Faham Integralisme

Para cendekiawan dan pemimpin Indonesia, termasuk cendekiawan

Muslim dan pemimpin genkan Islam, pada umumnya menempuh faham

integralisme. karena y&lg terjadi sesudah kemerdekaan adalah “perang ide”

yang ideal tentang negara. Pelopor penganjur ide ini adalah Supomo yang

menampilkan “faham iI+egrajsme”.28

Ketika mengemukakan konsep hKegmhstk SuI>omo juga

memperhatikan dan mencoba memberikan jalan keluar tentang kedudukan

agama, khususnya Islan dalam newla. Sebenarnya ia sebagaimana dimaksud

dalam pasal juga Hatta, menganut faham sekularisne yang memisahkan agam

dari negara. Tapi keduanya juga mengakui pengaruh agama terhadap agama.

Bagi mereka agama membakar dasz-dasar moral dan dilain pihak Supomo

juga mensatukan bahwa negara inte Balistik tidak berarti “a religius”, Bagi

Hatta senclid, agama dan ide-ide keagamaan nempunyai peluang untuk

mempengaruhi negara, tetapi hal itu bisa dilakukan dalam proses demokratis.

Dngan basis elite yang keea itu Islam digunakan untuk perjuarga1

ditingkat pOlitIk, dewan harapan, setelah meraih kekuasaan akan bisa

membaltw'! asas basis kema§yarakatarmya. Sementara itu, terdapat masalah

urgen, Yaitr m9mWndrankan Islam itu sendiri dari proses sekularisasi yang

a Mukti Ali, dkk Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, (Yogyakarta : rr
Tara Waarn, 1997), 138.
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mendesak peranan anma. Teori integralistik yaitu satu kesatuan dengan

7(

negara. - '

Menurut Muhammad Abdul\ Islam adalah din wa syariat, agama dan

syari’ah, JsJw8 membedkw_I larangan dan ketentuan hukum mengenai

berbagai segi kehidupan. Nanun ticak semua orang menyakini ajaran tersebut

mau mengamalkan secara sukareb. Karenanya syari’ah tidak akan tegak

sempurna tanpa kekuasaan politik (quwwah) llntuk menegakkan larangan

agama, menerapkan keputtsan hukum dan memelihara ketertR)an umum.3c}

Ha] senada juga diungkapkan Hasan Al-Banna dan sejumlah pemikir Islam

lainnya yatg tergabung dalam gerakan Al-Ikhsan Al-MBsbmrm juga memilih

orientasi pemikiran bahwa negara dan agama adalah satu kesanlan. Dalam

pemikiran para tokoh int yang merupakan representasi dari Islam politiK

tergambar adanya lehansan lmtuk mendirikan sebuah negara yang

tersubordjlusj dalam kekuasaan agama, Den@n demjkjan. dalam perspektif

ini, negara dianggap sebagai conditio sine qua none , syarat mutlak bagi

terselengaranya aturan-aturan agama

Menurut Maududi, fondasi negara ini adalah syari’at. Ini sudah biasa

setiap diskusi soal Islam dan poltik. Sumbangsdr bhududi daUn term ini

terletak pada fakta bahwa dja mejampauj soal wewenang negara untuk

meiljawab problemati<a operasinya. Yang membedahkan Maududi dengan

pemikir Islam lainnya adalah, Malldlldi sibuk dengan fungsi administIatif dur

n Marsillam Sinunjul@ Pandmgan Negara Integralistik, (Jakzrb : Grafki7 1977)7 95
’" Syamsu Rzal Panggabwr, “ Ibn. Duny,1. dan Daulah ”, 61
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konstitusi negara Islam. Tuj8annya adalah membuktikan bahwa negara Islam

diperlukan, kaena efeklif dan unggul, bukan karern didukung agama semata.

Menurut M-aadudi pam nurshm akan menghendaki negara Islam, kalau

mengetahui ajaran sejati Islam dan keefektifan serta keunggulan inheren

negara Islam. Berdirinya negara Islam tak lebih dari puncak dakwah yang

31
sukses.

Menika bertiga (Rasyid Ridha, Sayyid Quthh dan Maududi) sepakat

bahwa Isbn adalah suatu agama yang InI$ap dengan petunjuk yang

mengatur =gala aspek kehidupan, termasuk keHdupan politik umat Islam

tidak perlu atau bahkan jangan menhu orang lain, dan supaya kembali kepada

apa yang mereka anggap sebagai pelaksanaan yatg mumi pada ajaran Islam,

yaitu kembali kepada pola am&l Al-Khulafa Al-Rashidun.

Mau(judi dan Quthb adalah dua ilmuwan islam pertama yang

menggunalan pengertian bahwa umat Islam atau manusia itu adalah khalifhh-

khalifah Allah di bumi sebagai dasar teori kenegnmn.32

b. Pandangaa Dalam Faham Sekularisme

Menurut Nurciohsh Majid, Islam membedakan secara prinsip tentang

istilah sekzIarisme dan sek3larisasi. Islam menurutnya tidak pernah menolak

sekularisad, hanya menolak sekularisme. Karena menwubrya sekularisme

(makna secara 61oso6s) itu jelas bertentangan dengan Islam, sebab selaM

adanYa perbedaan yang tegas antara kepentingat agama dan negara bahkan

31 Ali Rahmern (ed), Para PeraIh 717#tan Baru Islam, ®andurB : Mh\ 1996)7 110
SL Munawir Sjadzab, Islam Dan Tata Negara. (Jakarta : Ul-Pressr 1990)f 206.
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bertolak kebkang, fahan t«tutup dan penolakan kepada adanya kehidupan

duniawi. Sedangkan sekularisasi itu mempunyai kecenderungan hanya kepada

sikap sosiologis, berupa pembebasan masyarakat dari takhayu1 dalam berbagai

aspeknya f meminjam istilah Robert N-Bellah yang diambil Nurcholis

Majid).33

Ide- de pembaharuan Nunhohs Majid dalam sekularisasi sebagai

benk.t:

a. Tslam adalah din, dia adalah agama dan agawu bersifat ideologis, politis,

ekonomis, sosiologis, dan sebagainya.

b. Apakah yang disebut negara Islam tidak ada

c. Terdapat konsisteng antara sek&larisasi dan rasionalisme

Itulah beberapa ide dasar yang pernah dilontarkan Nurchohs Majid.

Dari beberapa ide itu dapat ditarik kesimpulan bahwa faham sekularisasi yang

dibawa Nurcholis Maj d telah sampai ketingkat pemisahan dunia aUrhat9 soal

dunia adalah soal dunia dan soal akhirat adalah soal akhirat. Antara kedua

bentuk duma ini terdapat garis pemisah yang jelas.34

Sehrlarisme adalah faham yang berusaha mendsdkar agarru dari

negara dan berusaha menghalangi Islam untuk mencampuri urusan politik

atau urusan pemerin Uban, jelas terungkap behwa rakyat muslim teldr

33 Abdul Sani, Lintasan Seyarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam» (Jakarta 1

rr. Raja Gra6rao PeBada, 1998), 243

34 Harun Nanrdon, Islam Rasional, (Ihrvtung : Mi7nn, 20(X))9 193.
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menyadari betapa sekult'isme itu mulai menyusun rencana untuk

melaksanakan aturan-aturan Allah.3>

Allah berfirman:

bjb; {jA (311 d\ 3, 3:.1i 333 8;;; 8,t=\
#

Artinya: “ Apakah hukum JahUiyah yang mereka kehendaki, dan Gtukum)

siapakah yang lebih baik qaripada\ Qukum) Allah bagi orang-orang
yang yakin?’ . (Q,S Al-Maidah: 50) 36

Menurut Mustafa Kemal, sekularisasi yang dijalankan tidak

menghilangkar agam& Sekularisasinya berpusat pada kekuasaan golongan

ulama dalam soal negara dar dalam soal politik. Oleh karena itu pembentukan

partai yang berdasarkan agama dilarang, seperti partai Islam, partai Kristen,

dan sebagainya. Yang tenrtama ditentang adalah ide negara Islam dan

pembentukan negara Islam. Negara mesti dipisahkan dari agama, Faham

sekularisme dan sekularisai yang dijalankan Mustafa Kemal bukan tidak

mendapat tantan@n, tantaagan keras datang datang dari golongan Islam,

tetapi dapat ia patahkan.

Sekularisme Mutah Kemal tidak menghilangkan agama Islam dari

masyarakat -_-urki, dan Mrstafa Kemal memang tidak bermaksud demikian,

yang ia maksud ialah menghilangkan kekllasaan agama dari bidang politik

dan pemerintahan.37

35 Amir Rais Islam 1XIn Pembaharuan, (Jakarta : Rajawali Pres, 1993), 457
36 Depag RL ,41<2ur 'an dan Terjemahan , (Balxlung : CV. Diipotngoro, 20(X)), 124.

-7 Harun Nasution, Petnbaharuaa Dalam Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 154.
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c Pandangan Dalam Faham Simbiosis Mutualisme

Pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid sangat brilian dalam

usahaInengkonverskan nilai-nilai si dalam semua bentuknya, baik secara

normatif maupun fnstausional. Ia berharap pengaplikasian Islam sebagai

sumber nilai menjadi prioritas mutlak dalam semua struktur kekuatan baik

foxnaI maupun non formal. Abdurrahman Wahid nampaknya membuang

jaah-jauh perspektif llmmat Islam untuk tnrproses dalam modernitas

sekuladstik. Menurutnya, rlmmat Islam akan sanggup merakit suatu dinamika

sosial-kea@maan tanpa m«nodifikasikan sekularisasi barat yang selama ini

dianggap sudah jauh terjengkal dari tatanan pemikiran ideologi modern

Dalam konteks ini, ia lebih memilih Islam sebagai superior alternatif

daripada temuan, nilai-nilai sekularistik. Termasuk dalam hal ini sikap

Wlitiknya, ia tidak mempersoalkan tatanan struktur sosial politik yang secara

kenegaraan, yang menbias kepermukaan dalam mengungkapkan keseriusan

Islam mentransformulasikan struktur kemapanan yarg ada. Di sinikh untuk

memoles Islam menjadi satu tatanan nilai diperlukan pendekatan alternatif2

yang denw demikial, pilihan terbaik lulung menjadi perhiturgar yang

matang dengan menjadkan Islam sebagai sandaran paihar pendekatan.38

Hal ini berbeda dengan. Ahmad Amin (1886-1956), seorang dM

hukum dan sejarah Islam dari Mesir, yang mengatakan bahwa hubungan

aW dan neW adalah lnnoalan arka. Selama aBIna berkaitan abu

38 AUluI Sari, Linlasan Sejarah .. ,,. .., 25 1
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mendukung norma etika, agama jangan dipisahkan dalam politik. Akan tetapi,

jika agama melampaui arah etika dan menjadi alat memaksakan keyakinan

dan memecah belah, agama harus dipisahkan dengan pobdk,39 Terkait dengan

!DenyatuDya a94ma dan negara, TucquQvi]_le tneDgataka_D bahwa Islam adalah

agama yang mencampur antara dua kekuatan secara lengkap, Bahwa sehun

akti6tas dari masyuacat dan kehidupan pobtk diatru kurang Lebih akh

hukllm Islam

Teori tentang ;AsabiYah dalam kerangka modern telah berevolusi

1891Yaa sikap mg sebagaimana dbD4k§ IId dalam pasal djlrD&kap 9ldI Er_rlest

RQnan SQbagai nasionalisme, SebIlah kon sgp yang mQbhirkan nation state di

neW-neW Eropa. Konsep ini meletakkan perasaan yarg Mnbul akIbat

konstruksi sejarah dan membuat sebuah komunitas y_arg plural bertekad untuk

8©n@katkan did dalam satu state. Sikap ini melampaui seMa bentuk

pr4D9rdj4]jsIDe agaID& kesuktHD+ 911js 9 bpdayal bahasa dan 14ll1 §§bagajDya.

Terlebih, menurut Itnp Khddur3 bahwa $ebtuh negara akan senantiasa

terbentuk meskipun tidak dkksM oleh agama.40

1_ Smu RinI PaIIg@han, “Din, Dunya dz/l Daulah. 62

“’ Debu Noer, Pemikiran Politik Di NegerI Bar01» (BaIdu& : Mi7an? 1997)p 71_72,
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ANALISA

A. AB41isis Rpl 4si Agaq}a 4411 Negara Menurut MuhRmmad Abed Al-Jabiri

Gagasan Jat)id dalam gama dan negara da14m rujukan tradisi memiliki

basis epistemologi yang baik. Bagaimana dia membbrgkai bangunan sejarah,

bagaimana beliau mendgjtisi serIa bagahlana dia mpmposiska!! sejarah,

Tentunya pola pemikiran ini lahir tidak terlepas dari Badi si jntelektual Perancis,

seperti tIadiSi 61safat post-s&ukturalisme Perancis dari Jacques LacBn, Louis A1-

Thurser, Jacques Derrida, Roand Barthes hingga Michen Foulcault. Sehingga

sedikit banyak pemikiran Jabiri memiliki muatan 61oso6s.

Pemikiran Jat>ki tentang tidak adanya teks yang menentukan jelas

wmerintnhan yang harus (bRuH oleh kaum muslim baik dalm d-Qu’m nBupun

Sunnah. Tidak serta merta lahir begitu saja tarpa adurya argBmentasi Mn fakta_

fakta sejarah yang ada. Menurut Jabiri terdapat beberapa pelajaran historis unut

Islam dalam politik. Pelajaran tersebut adaldr peristiwa perubahan dari khilafah

menjadi kerajaan.1 Dan ini menurut Jabiri karena dadanya perundalg-uldalgan

dalam sistem pemerintahan, kekQSQngan tersebut adalah:

- Tidak adanYa penentuan nek)de tertentu yang diundangkan dalam memilih

khalifah.

- Tidak adanya batasan masa jabatan “khahhh”

1 M Abd Al-Jabiri, Agama. Negara dan Penerapan Syari ’ah, Terj. Mujiburra}ulnn
Nogyakarta: FaAr Pustaka Baru, 2(Dl), 73

60
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- Tidak adarya pembatasan wewenang seorang khalifah

Kejelian dalam mengungkap fakta sejarah seperti ini yang jarang dimiliki

oleh pemikir-pendkir Islam karena bagi Jabiri tidak cukup den@n sekedar bahwa

pemer{ntdrur dalam Islam itu berdasarkan musyawarah, keadilan dan

persau(bran. Seperd yarg dlontarkan aliran modernis karena semua agama dan

aliran-alira1 pobtk daI kemasyarakatan mengusung slogan-slogan serupa karena

satu alasan yaitu bahwa slogan-slogan itu mengungkapkan nilai-nilai

kemanusiaan abadi dan cita-cita tertinggi yang diangankan seluruh umat manusia.

Setelah khilafah berubah menjadi kerajaan terus berkembang menjadi

sistem yang berusaha mencari legitimasi bagi dirinya dengan topeng ideologis

dan pemt»rian politis dan aklirnya praktek pemerintahan yang berpijak pada

kekuatan dan dominasi, dan ini dipraktekkan oleh dinasti Muawiyyah dan

Abba§jyah,

Menurut peneliti dalam agama dan negara dalam rujukan tradisi, Jabhi

ingin mencoba penyingcq) realitas objektif yang terjadi dalam kesejaahan yaitu

praktek sahabat. Dia tidak mau buru-buru bahwa Islam merupakan solusi bagi

persoalan kehidupan manusia termasuk diantaranya tentang pemerintahan. Tidak

juga berpendapat bahwa Islam tidak memiliki apa-apa dalam hubungannya

dengan pemerintahan. Lottaran-lontaran ini berusaha dijawab oleh Jabiri dengan

mencoba menelusuri loroag-lorong sejarah.

KejeHan dan kwermatan beliau telah mengrasilkan suatu pendapat yang

orisinil, sehingga dia marghasilkan gagasan bahwa masalah negara merupakan
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masalah Ijtihad sebagainuna lontaran Nabi “Kamu lebih mengetahui tentang

urusan duniamu”.

Semenjak negara Palestina jatuh dalam genggaman lsrail tahun 1967

negara Arab harus menyadari betul bahwa mereka tidaklah setangguh dan sejaya

dulu. Mereka harus mengakui kemajuan dan keunggulan negara-negara barat baik

dalam militer, ekonomi, pendidikan maupun sains dan teknologi. Negara harus

memiliki pandangan kedepan untuk mengejar atau bahkan melampaui negara-

begara barat.2

Dalam konteks ini Jabid mencoba menawarkan gagasan sebagai salah satu

terapi persoalan yang dtradapi bangsa Arab. Den@n melakukan pembacaan

kondisi objektif yang dihadapi negara Arab. Jabiri tidak mau tergesa-gesa

mengambil keputusan atau kesimpulan seperti pemikir-pemikir lainnya. Bahwa

untuk segera keluar dari keterpurukan dengan mengadopsi sistem atau cara dari

barat. Dalam konteks relasi agama dan negara, Jabiri mencoba realistis yaitu tidak

terprovokasi dualisme agama dan negara. D11alisme ini tertrsphasi dai

Wn©laman keagamaan Eropa, masalah sektarianisme agmna dar pengaitan

kebangkitan tersebut dengan pemisahan antara agama dan negna3 yakni

berdasarkan inspirasi keban#jtan Eropa.3

Ketiga faktor tersebut sepenuhnya berbeda dengan hal-hal yang

membentuk hutxlngan awma dan negara dalan ruj aar aadbi IsLam. Fakta yang

2 Al-Lutfi Asy-Syaukanie, Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer, (Paranzdhu,
Vol 1, No. 1, JulbDesemlm, 1998), 61

3 M At»d AFJabiri, Agama, Negara, dan Penerapan Syari 'ah» tnI 46
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berbeda seratus persen bahwa bangsa Arab mengalami kebangkitan negara 9

menaklukkar berbagai kerajaan dan menopang peradaban sehingga berbeda

dengNr di negma barat. Di negara barat justru sebaliknya. Disinilah menuIut

Jabiri kepalsuan dualisme tersebut.

Untuk itu hendaknya, melihat kebutuhan masing-masing negara Arab.

Memarg hnus diakui bahwa masing-masing negara Arab. Memang harus diakui

bahwa masing-masing bangsa Arab memiliki persoalan-persoalan lokal, semisal

antara negara Lebanon, Mesir dan Sudan dan negara-negara Arab lain. Tidaklah

memiliki lnrsoalan yang sama. Dan ini tidak bias digenerabsir oleh Jabid, tapi di

balik persoalan-persoalan loka! tersebut ada isu yang sama. Bagi Jabiri isu yang

sama tersebut adalah tindakan demokrasi mulai dari teluk (Persia) hingga

samudera (Atlantk),

Demokrasi bagi Jabiri merupakan isu satu-satunya yang dihadapi seluruh

negara , kab. Mulai dari teluk (Persia) hingga samudera (Atlantik). Demokrasi

berarti menjaga hak-hak, hak-hak individu dan kelompok serta ditambah dengan

prinsip rasionalisme, adalah upaya menjalankan politik, standar-standar logika

dan etika poIRi< bad&sukan akal, bukan berdasarkan hawa nafsu, fanatisme

kelompok ataupun perubahan perasaan, Dan prinsip demokrasi dan rasionalisme

ini sebagai pengganti sekularisme, karena sekularisme tidak ada rujukannya

dalam tradisi Islam. Sekuladsme hanya memiliki pijakan pada bangsa Eropa.

Ini berarti bahwa pengertian demokrasi yang dituntut bagi negeri Arab

harus dicari, bukan dalam pengertian dan penerapannya. Menurut orang Yunani,
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Romawi, Eroln dan Amerika modern, tidak juW dalam pengutlan SWna,

sebagaimana yang telah diterapkan dalam Islam, melalui dalam pengertian Yang

ditentukan oleh Rmgsi kesejaraha1 yurg hz rus diwujudkan oleh demokrasi itu

sendiri, dalam masyarakat Arab kontemporer.4

Menurut penelid, kehebatan Jabiri dalah hal ini adalah memuat basis

epistemologhrya yang b&k, Terlihat ketika dia menolak prinsip sekulaHsme

karena tidak ada sejarahnya di dalam Islam. Dan juga ketka dia mengatakan

bahwa hubungan agama dan negara dalam Islam adalah dualisme yang palsu

karena juga tidak ada padanannya dalam Islam. Sampai dia menghasilkan

demokrasi dan rasionalisme sebagai satu-satunya kebutuhan bangsa Arab kini.

Artinya dia masih mencoba mendasarkan pikirannya dengan tradisi Islam. Hanya

saja Jabiri hanya melakukan dekonstruksi belum sampai melakukan rekonstruksi.

Dalam arti dia hanya menawarkan prinsip demokrasi dan rasionalisme bagi

negara-negara Arab tap. tidak memiliki konsepsi tentang demokrasi dan

rasionalisme. Beda dengan FazlurTahman, Maududi dan pemikir-pemikir lainnya.

Dan ini bias dimaklumi karena dia lebih dekat dengan budaya-budaya Perancis

yang hanya mengedepankan sesuatu yang esensial atau abstrak dan bukannya

konsep-konsep atau materiil.

Ketrka politik tidak terpisah dari agama, yang terjadi kemudian adalah

sangat rentan manipulasi terhadap simbol-simbol dan teks-teks agama oleh para

penguasa politik. Manipulasi negara terhadap agama ataupun sebaliknya akan

4 M At»d Al-Jabal Syura Tradisi Partikularitas Universalitas, (Yogyakarta: LKIS, 2(X)3),
tHl. 21-22
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sangat merugikan karena kesempatan yang ada memberi Wluang dari dua dimensi

sekaligus, stnktural maupun kultural. Dari dimensi struktural mengacu pad

kebijakan neg8-a yang meagkldm sebagai representasi agama, dan demikian pula

sebaliknya. Hal ini kemudian yang dianggap akan menghambat proses

rasionahsasi politik kareaa hambatan-hambatan yang bersifat primordialistik.

Padahal al-Jabiri jelas-jelas mengajukan rasionalisme sebagai pintu gerbang untuk

memasuki wnayah kehidupan yang modern, terlebih karena proses fasI al-Din 'an

al-siyasah membutuhkan rasionabsme, sedangkan negara yang terintegrasi

dengan agama pastilah dalam batas-batas tertentu memiliki dimensi kemutlakan.

Otoritas hukum agama yang mendasari berdirinya sebuah negara kemudian akan

menuntut bagiannya dengan menjadikan tekbteks suci sebagai sarana melakukan

konsolidasi kemapanan baBi kokohnya sebuah negara. Tnilah yang kemudian akan

menghasilkan manipulasi sistem terhadap agama. Dengan begitu problem sulitnya

melakukan pemisahan agana dad politik tetap tidak terjawabkan jika pemisahan

agama dari negara tidak 3dadi. Sehingga tawaran yang dicampur aduk itu akan

membawa kepada tumbuh dan berkembangnya peradaban (yang maju).

Dari argumentui yang dR)angun al-Jabiri untuk penolakannya terhadap

sekuladsme, bahwa Islam bukanlah gereja sehingga tidak harus ada peaisaha1

agama dan ne Bra, terlihat al-JabiH memahami dengan rigid atas pengertian

sekuladsme yarB awal kemunculan memang ide untuk memisahkan kekuasaan

new dari gereja. Hal ini yang kemudian menjadi sasaran kritik yang dilontarkan

oleh George Ta:abisi bahwa al.Jabiri membangun logika dari premis yang salah.
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Menurut Taratisi, gereja adalah merupakan komponen panikulad dari sebuah

totalitas universal dari mm yang disebut agama. Maka premis mayor Yang

tersusun menurut ukuran logika formal adalah harus terbentuk dari sebuah

totalitas yang plural dan universal. Dengan demikian kalau premis yang dibangun

oleh al-Jabiri berawal dari yang plural-universal, maka yang terjadi adalah sangat

memungkinkanrya untuk memisahkan agama dari dimensi politik dan

sebaIknya.s

Sangat kentara bAwa al-Jat)hi sengaja membiarkan diri menggunakan

logika yang dibangllnnya karara tuntutan untuk memberi tempat pada realitas

historis yang berkembang dalam kehidupan politik Arab Islam. Hal ini yang

kemudian nampak nuit dalam pemikiran al-Jat)id. Satu sisi ia mengajukan

nasionalisme, disisi lain ia menolak melepaskan agama dari negara. Rlsionalisme

yang hendak dR)angun dalam ranah politik harus melakukan adaptasi-adaptasi

dengan tradisi politlk yang berkembang sekaligus menjadi warisan bagi

masyarakat Arat»Islam. Nampak dengan jelas bahwa nalar pohtk yarg

dihadirkan oleh al-Jabat adalah upaya meneguhkan ulang terhadap superioritas

nalar yang mengiringi kemunculan agama Islam dalam dakwah Muhammad

SAW, yang membentuk nalar politik Arab-Islam.

Terlebih dalam era kontemporer ini, rata-rata negaa mengarut sMm

demokrasi. Konsepsi terRang demokrasi juga telah mengalami perkembargar

diakhir abad ke-19 dan I»rmulaan ke-20, yaitu ketika mrmculnya rumusan

5 George ---ambisi, Intelektuahsme Arab dan Pendakan Terhadap Penalaran. dalam
Membunuh geun DIadu. Inl 227-228

 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 



67

demokrasi sebagai rule of law. Pada awalnya rule of law ini dipahami dalam

konteks liberalisme. Negara dalam hal ini hanya berfungsi sebagai penjaga

malam, tidak mengintervensi uiusan warganya, kecuali menyangkut keWntrnW

umum) rakyat dibimkar menguasai ekonomi. Kemudian setelah tersebar

sosialisme yurg menghrgkrkan pembagian kekayaan secara merata, maka

dirumuskanlah welfare state (negara kesejahteraan). Artinya negara bertangWg

jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya negara harus aktif mengatur

kehidupan ekonomi dan sacial masyarakatnya. Dengan begitu, tujuan dan Rmgsi

negara telah berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Perkembangan ini

adalah sebuah keniscayaan karena negara sekarang memiliki tanggung jawab

yang besar dalam randa kesejahteraan rakyatnya dengan tidak hanya

mempersatuk«t masyarakat dalam ikatan emosional (ruhiyah) saja.

B. Perbandingan Pemikiran Muhammad Abcd AbJabiri dengan Beberapa

Tokoh Lainnya

Perdebatan diseptRar tubungan antara agama dan newra terjadi dalam

suasana ketika dunia Islam telah terjelma ke dalam negara-bangsa dan hubungan

antara ajaran, hukum dan kepemimpinan agama disatu pihak dan negara modern

dipihak lain memiliki banyak variasi. Di negeri muslim seperti Arab Saudi,

Maroko, dan Iran setelah revolusi 1989, negara menyekutukan diri dengan agama

dan mengaku kebijakan dan langkahnya didasarkan atas hukum dan prinsip

agama. Negeri lain seperti Mesir, Pakistan, dan Libya menggunakan Islam
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sebagai smana mendapatkan legitimasi atas kebijakan dan eksistensi neW. Akan

tetapi hubungan antara agama dan negara juga dapat ditandai dengan

pertentangan, Dalam hal ini, Islam menjadi pengkdtik terhadap neW dan

gagasan “negara Islam” menjadi alternatif terhadapnya.

Muhammad Abdul memberikan sumbangan berarti di bidang pemikiran

mengenai Islam sebagai din wa dunya, atau dalam kata-katanya, din wa syar,

sesungguhnya terhadap toKoh Kristen Farah Antoun (W. 1992) yang antara lain

mengatakan bahwa umat Islam terbelakang karena agama mereka, Abduh

membahas kedudukan kekuasaan dalam Islam. Persoalan yang hendak ditanggapi

Abduh adalah mengapa Igam berkepentingan dengan kebIasaan politik, suatu hal

yang bagi para pendaitik semacam Antam menjadi bukti adanya kepausan atau

teokrasi dalam Islam.6

Akan tetapi, Abdtf3, sd)agaimana halnya Muhammad Rasyid Ridha, tidak

mengidentikkar ajaran a@ma dengan seperangkat aturan legal yang sudah 6nal.

Sehubungan cengan syar, Abduh berpendapat bahwa masyarakat muslim dapat

menetapkan dan menenttkan hukum. Hukum yang paling baik dan cocok bagi

suatu masyarakat ialah yang t«jelma dalam nalar kolektif atau ijmak masyarakat

tersebut. Kandungannya capat ber&da menurut kondisi suatu masyarakat karena

hukum harus cidasarkar. atas kepentingan masyarakat yang menetapkal dar

menjaladkannya. Selaras dengan ini, hukum yang sesuai bagi kepentingan suatu

kelompok manusia belum tentu cocok untuk kelompok lain.

6 Syamsu Rizal Pan@abean, Din Dunya dan Daulah dalam Eksiklopedi Tematis Dunia Islam
ed. Taufik AtHullah, (Jdcarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), 61
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Serupa dengan Atduh Rida menggunakan frasa Islam sebagai din dan

syar’ . Namun lebih dari itu, ia menggambarkan hubungan keduanya ibarat

hubtmgar antara yang universal dan panikelir, Dalam pandangan rida hukum

sebagai sesuatu yang parti<elir dapat diperoleh dengan merujuk kepada din.

Bagi Ahmad Amin (1886-1956), ahli hukum dengan sejarah Islam dan

Mesir, hubungan agama dengan masalah politik dan kenegaraan adalah persoalan

etka. Selama agama berkajtaI atau mendukung norma etika, agama jangan

dipisahkan dari politik. Akan tetapi jika agama melampaui asas etika dan menjadi

alat memaksakan keyakinan tertentu dan memecah belah, agama harus dipisahkan

dari politik.

Sebagai contoh, ia menyebutkan agama harus dipisahkan dari politik jika

penyatuan keduanya menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat

sewti wrwahan antara kelompok muslim yang satu dengan kelompok lainnya.

Islam tidak memisahkan agama dari politik karena Islam memberikan prinsip etis

bad pengor@sasian politik dapat diterima jika konsktruktif, dan sebaliknya

tidak dapat diterima jika destnrktif. Dalam salah satu knyurya ia menulis bahwa

Islam tidak menginginkan pemisahan agama dari politk dan membimbing para

pemimpin menuju kemaslahatan warga mereka. Ia menambatkar bahwa

pen@laman Eropa dalan sejarah yang pernah terjerumus ke ddun perang

berkelanjutan terjadi karena mereka memisahkan politik dari agama, sehingga

politik den pn sendirinya terpisah dari edka.7

7 Ibid. 62
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Pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, lebih menekankan

keharusan membentuk pemerintahan Islam. Ia juga mementingkan otoritas

politik, kepemimpinan dan hukum dalam masyarakat. Menurut Al-Banna, prinsip

pemerintahan konstitusiond, seperti penerapan segala bentuk kebebasan individu,

musyawarah dan legitimasi kekllasaan oleh rakyat, pertanggung jawaban

penguasa kepada rakyat, dan pembatasan wewenang setiap badan pemegang

otoritas, semuanya selaras suara sempurna dengan ajaran Islam tentang sistem

pemerintahan. Karenanya, kata Al-Banna, Ikhwarul Muslimin menganggap

bahwa diantara sistem pemerintahan yang ada diseluruh dunia, sistem

pemerintahan konstitusional adalah sistem yang paling dekat kepada Islam. Ia

menekan p«hmya kejelasan dalam ketentuan konstitusional dan pelaksanaannya

secara murni dan konsekuen.

Tidak ada fakta sama sekali bahwa Muhammad SAW. dalam penyebarar

dakwahnya berusaha mendirikan sebuah negara. Bahkan Muhammad SAW.

menolak dijadikan pemhnpin penduduk Makkah sebagai kompensasi badnya

apabila mau meninggalkat dakwahnya. Namun ada beberapa fakta menurut Al-

jabid yang menegaskan perlunya kehadiran sebuah negara. Pertama> Al-Quran

yang diturunkan kepada Muhammad SAW, mengandung htkum-hukum yang

menuntut kaum muslimin untuk melaksanakannya dan sebadan dui hukum-

hukum tenebzt memerlukan kekuasaan yang mewakili komunitas mereka dalam

melaksanakannya seperti nukuman terhadap pencuri. Fakta kedua, adalah bahwa

I»taksanaan hukum. Rukun tersebut diantaranya adalah kewajR>an melaksanakan
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jihad dan penaklukan pada akhirnya mengantarkan perkembangan dakwah Islam

menjadi satu negara yang teratur dan mewakili lembaga-lembaga yang

berkembang bersamaan dengan perkembangan dan perluasan geografis peradaban

dan lnmikiran Islam.8

Dengan demikian, hubungan agama dan negara dari telaah historis

menunjukkan bahwa dalam Islam, agama tidak pernah terpisah dari negara.

Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW, di Madinah dengan

seperangkat elemen yang ada, berupa pemimpin, r&yat7 teritorl hukum chn

tentara, kesemuanya dalam 3entuk yang pahrg sederhala tentunya9 alam

Wnpektif modern sudah -ayak untuk disebut sebagai negara. Sehingga Robert N.

Bellah mengatakan bahwa struktur yang terbentuk di bawah Nabi dan

dikembangkan oleh para <halifah pertama untuk menyediakan prinsip

WIWsunan suatu empedum dunia adalah sesuatu yang untuk masa dan

tempatnya sarwt modern. Pendek kata, Islam terlampau modern untuk waktu an

tempat yang sepertI itu.

Terkai: denW menYatunya agama dan negara, Tocqueville mengatakan

bahwa Islam adalah agama yang mencampur antara dtm kelautan secara lengkap.

Bahwa seluruh akdvitas dad masynakat Mn ketudupan pohdk d atur kwang

leblh oleh hukum agama. Dengan demikian, masyarakat terintegrasi secara social

melalui hukum agama yang mendasari berdhhya negara di Arab tersebut.9

8 MuwafEqilbh, Agama dan NegaraB Akadalika vol 16. No. 2, Maret 2(x)5. 98
9 Ibid, 99
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DarI penrikirdn Mahamrnad Abed al-Jabiri dan juga wmikiran tokoh-

tokoh yang lain tentang rela agama dan negara dapat dibandingkan bahwa

perrikiran mereka ada yarg sana juga ada yang berbeda dalam hubunw itu

sendiri. Karena kekuasaar yurg dimiliki oleh negara yang berkembang melalui

tangan sang Nbbi dan pau khalifa al-Rashidun tersebut adalah kekuasaan yang

bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Aturan-aturan dan hukum yang berlaku

sepenuhnya merupakan represent&si dari kekuasaan Tuhan. Karena itu, dalam

konsepsi Islam, menurut al-Jabiri, agama dan negara tidaklah terpisah.

Menurutnya, pemisahan agama dengan negara (sekuladsme) adalah hal yang

harus dihindari, karena Islam tidak sama dengan Kristen dimana ada kekuasaan

gereja yang mendngemoni kekuasaan negara. Dengan demikian, ide sekularisasi

tidak menemukan akar hktorisnya. Jadi perbandingan pemikirannya sama-sama

ingin memperoleh suatu hal yarg sempuna dari kekuasaan agama dan negara itu

sendiri.

C. Posisi Pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri

Menurut Al-Jahja, Paljng tidak ada tiga model hubungan agama dan

negara yang berkembang di barat. Pertama, bentuk yang dikenal oleh orang

Kristen diawal kelahiran agama tersebut. Saat itu negara dipimpin oleh kekaisaran

Romawi, sedangkan Yesrs Putra Maryam dan kemudian dilanjutkan oleh para

Rasul bertugas menyebarkan agama di wilayah kekaisaran Romawi tersebut.

Agama pada saat itu menjadi musuh dari negara karena dianggap sebagai gerakan
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yang beTbahaya, sehingga yang terjadi adalah hubungan agama dan negara pada

saat itu bersifat antagonistk. Kedua, berawal pada mma konstantin Agung yang

memberikan perlakuan khusus pada agama Kristen burkan pada gilirannya posisi

agama menjadi lebih tinggi dari pada negara karena agama menjadi kekuasaan

rohani yang mengendalikan kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Bentuk ketiga

adalah yang berhubungan erat dengan kebangkitan (renaissance) dan keadaan

zaman masa itu yang memuncak pada pemisahan antara agama dengan negara

atau sekularisme.10

Belum lag sebagaimana dimaksud dalam pasal telah dikaji Al-Jabiri

bahwa proses rasionahsme disatu pihak dan kesatuan agama-agama diphak lain.

Ia memandang bahwa meaisahkan agama dari politik adalah sangat

memungkinkan karena id berarti menghindari fungsional agama untuk tujuan

®htik bersifat relatif dan berubah. Politik digerakkan oleh kepentingan jndvidu

dan kelomWk, sedangkan agama harus dibersihkan dari hal itu. Jika ddak agama

akan kehilangan subtansi can rdrnya. 11

Di satu sisi Al-Jabat mengajukan asumsi adanya implikasi-imphkasi

politis dalam dakwah Muhammad SAW. Implikasi politis ini mau tidak mau telah

menghasilkan negara seiring angan kebutuhan untuk menegakkan hukun-hukum

agama. Disisi Yang lain Al-Jabal mengajukan konsepsi tentang pemisdrar agama

dari WHtik dengan tidak nemisahkan agama dari negara.

Bar119 2 1C1[) 1 ;yb :t1:1 1111111 MJabiLIr t21 ga B1 a B Jh1 3 garap dan Pene rqHnS1MBah ? froM 1 laju hESUka
11 Ibid., 112
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Dengur begitu Al-Jabhi mengofirmasi nalar politik Arab yang secara

dominan membentuk panaangan umum bangsa Arab tentang relasi agama dan

negara. Ia masih menganggap bahwa nalar yang membentuk sejarah berdirinya

negara dalam tradisi Arab.Islmr terkhusus dalam re-asi agama dan negara ini

harus dipertahankan. Berbagai argumentasi penolakrrnya terhadap seklllarisasi

yang memisahkan agama dan negara ia tampilkan.

Al-Jabti telah menetapkan agama sebagai pilar utama dalam rangka

pembentukan aegara ArathIslan yang dimulai sejak zaman Muhammad SAW. Ia

tidak memandang pilar-plar lain yang secara bersamaan mengjconstruk negara

pada saat itu. Teori-teori tentang munculnya negara mengisyaratkan bahwa nation

hanya bisa terbentuk beraasartan kesadaran keterikatan yang oleh Ibnu Khaldun

disebut 'Asabiyah.

Bagi Al-Jabhi, tuntutan adanya pemisahan antara agama dan negna atau

sekulaHsasi adalah kebutlIran yang bersifat lokal, dan merupakar kontruksi yang

keliru atas tuntutan segenap masyarakat Arab dan berbagai negara.12 Dengan

demikian difatami bahwa Al-Jabiri lebih mempersepsikan Islan sebagai agama

Yang sekaliW adalah negara Dua hal yang tak terpisah ini adalah berkaitan

dengan fungsi negara ya,lg akan menyelengguaa1 aturan-aturan huktun Islam.

Maka negara adalah suatu ha inherent dalam agama, senada dengan pemkirar

Muhammad ' Abduh dan wmikir-pemikir lain yang sejalan. Hal ini yang oleh Al-

Jat)id disebut kentalnya impIRasi politik yarg melhgkwi dakwah Muhamamd

12 Muhammad Arkoun, Islam Agama Sekuler, terj, Gunarwoto DerIta, (Yogyakart& Belukar
Budaya, 2(X)3), 17.
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SAW. Sehingga aspek-aspek politik adalah sesuatu yang inherent, Yang takkan

mungkin terpisah dari Islan.

Berbeda dengan pemikir lainnya, Al-Jabiri menawarkan solusi untuk

mengantisipasi agar agama tidak mudA dimanipulasi oleh kekuasaan.

Sebagaimura ungkapan yang terkenal “the power tends to conupt”, maka

kekuasaan negara sebagai muara kekuasaan pastilah sangat rentan terjadinYa

manipulasi. Dalam mengatasi problematika tersebut Al-Jabiri menganjurkan

terjadinya fast Al-Dbl 'an Al-Siyasah (pemisahan agana dari politik). Pemisahan

dai pohtk ini diajukan untuk memenuhi mereka secara ideologis terpadukan

dalam persaudaraan religiLS (al-ukhuwwah al-ruhiyah).

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang berkembang melalui tangan

Nabi dan para khulafa Al-Rashidun tersebut adalah kekuasaan yang bersumber

dari nilai-nila ketuhanar_. AtI:ran-aturan dan hukum yang berlaku merupakan

representasi dari kekIlasaan Tuhan. Karena itu, dalam konsep Islam, menurut Al-

Jabiri, agama dan negara tiddlah terpisah. Menurutnya, pemisahan agama dan

negara (sekularisme) adalah hal yang harus dihindari. Karena Islam tidak sama

dengan Kristen, dimana ada kekuasaan gereja yang menghegemoni kekuasaan

negara. Dengan demikia1, i& sekularisasi tidak menemukan akar historisnya

dalam Islam.

Dengar demikiar Al-Jat)id menyampingkan beberapa hal yang secara

prinsip berbah. Pertama, negara sebagai muara dari setiap perilaku politik

berdiri di atas pondasi raiona_itas yang mengukuhkan proses kehidupan duniawi
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yang bersifat lrofan men(hpatkan pengaturan secara layak. Kedua , sebagaimana

diungkap send ki oleh Al-Jabiri, bahwa kesatuan politik yang berhasil diterapkan

oleh Nabi Muhammad SAW. Adalah dalam rangka mengukuhkan posisi agama

Kesimpulannya adalah bahwa kesanlan politik ini tidak dimaksudkan untuk

memberikan kekuasaan politik yang mengatur urusan duniawi. Dengan demikian,

secara konseptual Muhammad SAW tidak bisa dianggap membangun komunitas

politik dalam naungan negara, tetapi membangun komunitas religius.

Maka dari penjelasan-penjelasan yang telah ada posisi pemikiran

Mllhammad Al-Jabiri masuk dalam pandangan fhham sinbiosis mutllalisme.

Yang ingin nenjadikan agama tidak terpisah dengan negara. Dan ia juga

menawarkan solusi tmtuk mengantisipasi awma dari kekuasaan.
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BAB V

PENUTUP

A K«impulan

Dari F»mbahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Al-Jabiri menawarkan konsep demokIasi sebagai rujukan untuk negara-negara

Arab zamln modern. Demokrasi menurutnya, tdak dalam pengertian dan

penerapan menurut orang Yunani, Romawi, Eropa dan Amerika modern, tidak

juga dalam pengertian syua, sebagaimana dimaksud dalam pasal yang telah

diterapkan dalam Islam, nelainkan dalam pengertian yang ditentukan oleh

fungsi kesejarahan yang hans diwujudkan oleh cemokrasi itu sendiri.

2. Posisi pemikiran Muhammad Abe(1 Al-Jat)iri masuk dalam faham simbiosis

mutualisme, disatu ski ia ingin mengajukan implikasi politis mau tidak mau

menghasilkan negara. Dan ia juga mengajukan konsepsi tentang memisahkan

agama dari politik deng&1 tidak memisahkan agama dan negara. Ia juga

menawarkan solusi untuk mengantisipasi agar agama tidak mudah

dimanipulasi oleh kekuasaan, Menurumya ide sekularisasi tidak menemukan

akar historisnya dalam Islam.

la
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B. Saran-Saran

1. Kajian relasi agama dan negara sangat penting dipelajari, karena dalam ilmu

filsafat sangat jarang sekhi yang melakukan penelitian tentang agama dan

negara. Yang mana kajian ini masuk dalam wilayah politik. Kajian ini bisa

masuk dalam wilayah Lmu filsafat melalui cara penndrannya.

2. Dengan abnya kajian relad agama dan negara menurut Muhammad Abed Al-

Jabiri ini. Yang mana bisa mendapatkan pengetahuan, baru dalam pemikiran

modern saat ini. Tapi juga wawasan yang semakin luas dan dapat dijadikan

bahan unta wilayah iIinu 61safat.

3. Sedangkan sebagai pembaca skripsi ini, hendaknya tidak terlalu terburu-buru

dalam meagambil kesimpulan, tetapi harus dipertimbandcan terlebih dahulu.

Dengan demikian kita akan berusaha untuk lebih memahami ilmu yang baru

kita dapat jan wawasan kita semakin luas.
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